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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : (1) pelaksanaan pengawasan 
DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016, 
dan (2) konsep pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, 
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan. Tipe penelitian ini dilakukan tergolong yuridis 
empiris yang bersifat deskriptif analisis. Objek penelitian adalah berupa lembaga, 
yaitu DPRD dan pemerintah kabupaten Wonogiri. Subjek penelitian adalah 
perwakilan anggota DPRD dan perwakilan dari pemerintah kabupaten Wonogiri. 
Hasil penelitian ini adalah 1) Pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan 
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten 
Wonogiri terutama dilaksanakan oleh Komisi I. Pengawasan dilakukan secara 
menyeluruh mencakup semua tahapan pemilihan Kepala Desa yaitu mulai tahap 
persiapan, tahap pencalonan, tahap pemungutan dan penghitungan suara, dan 
terakhir tahap penetapan Kepala Desa serta penggunaan anggaran. 2) Konsep 
pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri terhadap implementasi Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 17 Tahun 2016 mempunyai sifat menyeluruh dan luas maka  
dalam pelaksanaannya diperlukan prinsip - prinsip pengawasan yang dapat 
dipatuhi dan dijalankan yaitu: 1) Prinsip Pengawasan Objektif; dan 2) Prinsip 
Pengawasan Efisiensi. Konsep pengawasan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah) terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 
dilakukan dengan  dua  cara  yaitu: Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak 
Langsung. 
 







The objectives of the research are to describe: (1) the supervising conduct of 
Assembly of Regional on the implementation of Perda Number 17, 2016, and (2) 
supervising concept of Assembly of Regional on the implementation of Perda 
Number 17, 2016 about Village Head Election, Endorsement, Appointment, 
Inauguration and Dismissal in Wonogiri Municipality. This is field research. The 
type of the research is yuridical empiric in form od analytical descriptive. The 
object of the research are institutions, namely: Assembly of Regional and 
Wonogiri government. The subject of the research are representatives of 
Assembly of Regional and representatives of Wonogiri government officers. The 
findings of the research are: 1) Assembly of Regional supervising on the 
implementation of Perda Number 17, 2016 about Village Head Election, 
Endorsement, Appointment, Inauguration and Dismissal in Wonogiri Municipality 
is carried out by Komisi I. The supervising is conducted wholly covering all 
stages of the village head election, starting from preparation stage, nomination 
stage, voting and counting stage, and at last, the stage of determining the village 
head and the use of budget. 2) Supervising concept of Assembly of Regional on 
the implementation of Perda Number 17, 2016 has comprehensive and broad 
nature, then it is required the principles of supervision that can be obeyed and 
executed in its implementation namely: objective supervising principal and 
efficient supervising principal.  Supervising concept of Assembly of Regional on 
the implementation of Perda Number 17, 2016 is carried out in two ways: direct 
supervising and indirect supervising.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang menganut sistem 
demokrasi dalam pemerintahannya. Terdapat korelasi yang jelas antara Negara 
Hukum, yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat, yang 
dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan 
istilah demokrasi konstitusional, sebagaimana yang disebutkan dalam teori 
konstitusi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari 
sistem ini. Negara Hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi. 
Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk arah, sedangkan 
hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Franz Magnis 
Suseno, “demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti 
sesungguhnya”.1  
Langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan oleh Indonesia dalam 
membangun karakter hukumnya pada era globalisasi ini adalah antara lain; 
selektivitas dalam pengambilan atau adopsi hukum, harmonisasi hukum 
domestik dengan hukum Internasional harus mampu menjaga stabilitas 
ekonomi nasional dan lebih menguntungkan rakyat, kejelasan Indonesia dalam 
keikutsertaannya perjanjian internasional secara publik, menjadikan hukum 
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Indonesia sebagai hukum prefentif bukan hanya solutif, dan yang terakhir 
adalah perlu adanya peningkatan dalam penegakan hukum.
2
  
Konsep hukum dan demokrasi mempunyai nilai historis yang sama, 
yakni dilahirkan untuk membendung adanya kesewenang-wenangan dari 
kekuasaan yang mempraktikkan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak 
dari rakyat itu sendiri. Konsepsi mengenai Negara Hukum dan demokrasi telah 
berkembang dari waktu ke waktu. Konsep demokrasi selalu menempatkan 
rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, 
walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang 
satu dengan negara yang lain. Di Indonesia demokasi bukan merupakan suatu 
yang asing, praktik musyawarah-mufakat (asas kerakyatan) di sejumlah daerah 
di Indonesia telah berlangsung sejak berabad-abad lalu, yang terus berlanjut di 
zaman kerajaan-kerajaan hingga saat ini, seperti kehidupan masyarakat desa. 
Salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi di tingkat desa atau kelurahan 
adalah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
3
 Peraturan Pemerintah Nomor 72 
Tahun 2005 tentang Desa, Kepala Desa sebagai unsur penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah kecil yaitu desa yang dipilih masyarakat secara 
langsung oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan yang berlaku, 
dengan masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dengan ketentuan 
tata cara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kepala Desa pada dasarnya 
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Absori, Politik Hukum Menuju Hukum Progresif, Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, 
Surakarta, 2013, hal 62 
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bertanggung jawab pada rakyat desa dan prosedur pertanggung jawaban 
disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat Kepada Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 
tentang Desa, menyatakan calon Kepala Desa adalah penduduk desa, warga 
negara Indonesia yang memenuhi persyaratan). 
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu bentuk dari 
pembangunan demokrasi politik yang dimulai di tingkat lokal (Desa). 
Pemilihan Kepala Desa juga merupakan ajang dari praktek Pemilihan Umum 
(Pemilu) yang berlangsung guna memilih seorang calon Kepala Desa yang 
dikomandoi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, 
menjelaskan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari 
calon-calon yang telah memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Desa ini bersifat 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Kepala Desa 
dilaksanakan melalui tahapan pencalonan dan tahapan pemilihan. 
Menurut keterangan dari Bapak Sriyono selaku Kepala Bagian 
Pemerintahan Desa (Kabag Pemdes) Sekretariat Daerah (Setda) Wonogiri, ada 
tahun 2016 di Kabupaten Wonogiri akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa 
(Pilkades) serentak di 15 desa. Pilkades serentak akan dilaksanakan di desa 
Bakalan, Kecamatan Purwantoro; Tanjung dan Geneng, Kecamatan Bulukerto; 
Miri, Kecamatan Kismantoro; Jatisrono, Kecamatan Jatisrono; dan 
Tambakmerang, Kecamatan Girimarto. Desa lainnya yakni Gambiranom, 




Kecamatan Selogiri; Wonoharjo dan Ngadiroyo, Kecamatan Nguntoronadi; 
Tawangrejo, Kecamatan Jatipurno; dan Baleharjo, Tempurharjo Kecamatan 
Eromoko, Karangtengah Kecamatan Karangtengah.
4
  
Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menetapkan Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan 
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang mengatur 
tentang tahapan Pilkades sampai pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa.  
Dalam pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri terdapat beberapa 
permasalahan, baik dalam tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan 
penetapan. Untuk itu diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan pilkades 
sebagai perwujudan pelaksanaan Perda Nomor 17 Tahun 2016. Fungsi 
pengawasan tersebut salah satunya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah 
(DPRD) Kabupaten Wonogiri. 
Sebagai salah satu pilar demokrasi, DPRD mempunyai fungsi antara lain 
membuat peraturan perundang-undangan (legislasi), fungsi anggaran, fungsi 
pengawasan dan fungsi pemilihan pejabat daerah. Pada fungsi pengawasan 
DPRD dapat menggunakan berbagai haknya yang dimiliki seperti hak 
bertanya, interpelasi, angket dan menyatakan pendapat. Fungsi pengawasan 
yang dimiliki DPRD adalah penetapan kebijakan dan peraturan perundangan 
oleh DPRD adalah termasuk langkah pertama dari pengawasan. Penilaian 
terhadap pelaksanaan Peraturan-peraturan Daerah oleh Eksekutif adalah bentuk 
pengawasan lainnya. DPRD sebagai lembaga politik melakukan pengawasan 
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yang bersifat politik. Bentuk pengawasan ini dalam Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1974 tercermin dalam hak-hak DPRD yaitu hak mengajukan 
pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak penyelidikan karena rangkaian 
hak tersebut telah memberikan kewenangan dalam fungsi pengawasan. 
Penjelasan mengenai fungsi pengawasan ialah dengan fungsi pengawasan 
DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, 
peraturan daerah, dan keputusan serta kebijakan yang ditetapkan pemerintah 
daerah. 
Dalam fungsi pengawasan, seorang DPRD dapat memainkan peranan 
sebagai “public services watch” bagi pelaksanaan anggaran dan kebijakan 
pemerintah daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah sepanjang 
pelaksanaan peraturan daerah sebagai produk bersama antara DPRD dengan 
Bupati. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap perda dan peraturan 
bupati, tentu dipengaruhi oleh faktor internal dari pada pengawas itu sendiri 
seperti sumber daya manusia. Dalam upaya pelaksanaan fungsi legislasi 
sekaligus sebagai wujud perwakilan rakyat, adanya fungsi Legislasi yang 
melekat pada DPRD diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembuatan Perda 
yang notabene merupakan dasar pengambilan kebijakan penyelenggaraan 
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Menurut pendapat Montesqueu dalam sistem suatu pemerintahan negara, 
ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah, baik yang menyangkut fungsi atau 
tugas maupun tentang alat perlengkapan atau organ yang akan 
melaksanakannya antara lain :
6
 
1. Kekuasaan Legislatif, dilaksanakan oleh suatu perwakilan rakyat 
(parlemen);  
2. Kekuasaan eksekutif, dilaksanakan oleh pemerintah (presiden, raja atau 
perdana menteri dengan dibantu oleh para menteri-menteri atau kabinet); 
3. Kekuasaan Yudikatif, dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah 
Agung dan badan-badan peradilan yang ada dibawahnya).  
Penyimpangan terhadap implementasi peraturan daerah disebabkan oleh 
lemahnya pelaksanaan fungsi pengawasan secara konsisten dan 
bertanggungjawab, disiplin rendah dan kinerja sumber daya manusia, 
kurangnya pengawasan kinerja aparatur pemerintah daerah.
7
 
DPRD sebagai lembaga yang mengawasi peraturan daerah dan keputusan 
bupati dimaksudkan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap peraturan 
daerah. Setelah peraturan daerah itu dibuat bersama antara DPRD dan Bupati, 
maka DPRD masih perlu mengawasi atas berlakunya peraturan daerah, tersebut 
karena pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi DPRD dalam 
kesinambungan pemerintahan daerah, sehingga peraturan daerah dan peraturan 
bupati di kabupaten Wonogiri dapat berjalan dengan baik, khususnya dalam 
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 Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Aksara Baru, Jakarta, 2011, hal 49 
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pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang 
Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian 
Kepala Desa. 
Berdasarkan uarian di atas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang 
pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 
Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan 
Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan permasalahan 
yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, 
Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa 
di Kabupaten Wonogiri ?  
2. Bagaimana konsep pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan 
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten 
Wonogiri ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Mengetahui pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, 
Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa 




2. Mendeskripsikan konsep pengawasan DPRD terhadap implementasi 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, 
Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa 
di Kabupaten Wonogiri. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan kajian, khususnya 
tentang pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan 
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di 
Kabupaten Wonogiri. 
b. Memberikan tambahan wawasan bagi penelitian selanjutnya pada 
Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
c. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam menerapkan teori dalam 
penelitian mengenai pengawasan DPRD terhadap implementasi 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, 
Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala 






2. Manfaat Praktis  
Dapat digunakan sebagai masukan bagi DPRD dan pemerintah 
Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan pengawasan terhadap 
implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan 





A. Tinjauan Pustaka 
1. Good Governance 
Governance yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah 
penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola 
urusan-urusan negara pada semua tingkat. Governance merupakan suatu 
terminologi yang digunakan untuk mengganti istilah government, yang 




Defenisi lain menyebutkan governance adalah mekanisme pengelolaan 
sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan 
sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Defenisi ini mengasumsikan 
banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang 
menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi governance 
membantah pemahaman formal tentang berkerjanya institusi-institusi negara.  
Proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan 
penyediaan public goods and services disebut governance (pemerintahan atau 
kepemerintahan, sedang praktek terbaiknya disebut good governance 
/kepemerintahan yang baik). Agar good governance menjadi kenyataan dan 
sukses, dibutuhkan komitmen dari semua pihak yaitu pemerintahan dan 
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masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya “alignment” 
(koordinasi) yang baik dan integritas. Profesionalisme serta etos kerja dan 
moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance 
dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara merupakan tantangan 
tersendiri. 
Tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan keseluruhan hal : 
untuk hak asasi manusia yang mendasar, pemanfaatan sumber daya yang 
bijaksana yang tanpa pemborosan dan penipuan melalui praktek korupsi 
lainnya. Tata pemerintahan yang baik memerlukan penghormatan terhadap 
prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ini juga yang merangkum isu 
keadilan, kesetaraan, keadilan dan fair play dalam distribusi barang dan jasa 
sehingga dapat mempromosikan dan meningkatkan kualitas hidup rakyat 
terlepas dari kelas, status, agama atau pertimbangan yang terbatas lainnya.
15
 
Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan isu yang 
paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. 
Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk 
melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan 
dengan semakin meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping 
adanya pengaruh globalisasi. Pola lama penyelenggaraan pemerintahan yang 
tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah, oleh karena 
itu tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspons 
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oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada 
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
16
  
Governance sebagai proses pengambilan keputusan dan proses yang 
mana keputusan itu diimplementasikan, maka analisis governance 
difokuskan pada faktor - faktor formal dan informal yang terlibat dalam 
pengambilan keputusan dan implementasinya serta struktur formal dan 
informal yang disususun untuk mendatangkan implementasi keputusan. 
Governance dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti coorporate 




Good Governance menurut definisi dari World Bank dalam buku 
Kurniawan, adalah
18
 “The way state power is used in managing economic 
and social resources for development and society”. Sementara UNDP 
mendefinisikan sebagai “The exercise of political, economic, and 
administrative authority to manage a nations affair at all levels”. Dari 
pengertian tersebut, secara fungsional aspek-aspek good governance dapat 
ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dalam upaya 
mencapai tujuan yang telah digariskan atau justru sebaliknya dimana 
pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi in efisiensi. 
Good Governance awalnya digunakan dalam dunia usaha (corporate) 
dan adanya desakan untuk menyusun sebuah konsep dalam menciptakan 
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pengendalian yang melekat pada korporasi dan manajemen professionalnya, 
maka ditetapkan Good Corporate Governance. Sehingga dikenal prinsip - 
prinsip utama dalam Good Governance adalah transparansi, akuntabilitas, 
fairness, responsibilitas, dan responsivitas.
19
  
Proses implementasi atau penerapan suatu kebijakan selalu ada 
kemungkinan bahwa harapan dan rencana dari pembuat kebijakan berbeda 
dari hasil atau pencapaian berdasarkan kebijakan (Sebagai akibat atau 
prestige dari penerapan kebijakan tersebut).
20
 
Good Governance merupakan suatu konsep tata pemerintahan yang 
baik dalam penyelenggaraan penggunaan otoritas politik dan kekuasaan 
untuk mengelola sumber daya demi pembangunan masyarakat yang solid 
dan bertanggung jawab secara efektif melalui pembuatan peraturan dan 
kebijakan yang absah dan yang merujuk pada kesejahteraan rakyat, 
pengambilan keputusan, serta tata laksana pelaksanaan kebijakan. 
Karakteristik Good Governance yaitu :
21
  
1. Partisipasi (Participation), setiap warga Negara mempunyai suara dalam 
formulasi keputusan, baik secara langsung maupun intermediasi institusi 
legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini 
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dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara secara 
berpartisipasi secara konstruktif. 
2. Penerapan Hukum (Fairness), kerangka hukum harus adil dan 
dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi 
manusia. 
3. Transparansi (Transparency), dibangun atas dasar kebebasan arus 
informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang 
membutuhkan, informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.  
4. Responsivitas (Responsiveness), lembaga - lembaga dan proses - proses 
kelembagaan harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders. 
5. Orientasi (Consensus Oreintation), Good Governancemen jadi perantara 
kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi 
kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan - kebijakan 
maupun prosedur - prosedur. 
6. Keadilan (Equity), semua warga negara baik laki - laki maupun 
perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan ataupun 
menjaga kesejahteraan mereka dan terlibat di dalam pemerintahan. 
7. Efektivitas (Effectiveness), proses - proses dan lembaga - lembaga 
menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan 
menggunakan sumber - sumber yang tersedia sebaik mungkin. 
8. Akuntabilitas (Acoountability), para pembuat keputusan dalam 
pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat sipil (civil society) 




9. Strategi visi (Strategic vision), para pemimpin dan publik harus 
mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia 
yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk 
pembangunan semacam ini. 
Keseluruhan prinsip atau karakteristik good governance tersebut di 
atas adalah saling memperkuat dan saling terkait dan tidak berdiri sendiri. 
Misalnya, informasi semakin mudah diakses berarti transparasi semakin 
baik, tingkat partisipasi akan semakin luas, dan proses pengambilan 
keputusan akan semakin efektif. 
 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Badan legislatif adalah lembaga yang legislate atau membuat undang - 
undang yang anggota - anggotanya dianggap mewakili rakyat, maka dari itu 
badan ini sering dinamakan Dewan Pewakilan Rakyat (DPR)
22
 dan fungsi 
badan legislatif diantaranya ialah fungsi di bidang perundang - undangan, 
fungsi dibidang pengawasan, dan fungsi dibidang anggaran. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga 
perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan 
pemerintah daerah (Pasal 40 UU No 32 Tahun 2004). 
Undang - Undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas 
UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Tugas dan 
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wewenang yang tersebut dalam UU No 12 Tahun 2008 adalah sebagai 
berikut (Angka 2 UU No 12 Tahun 2008) : 
a. Membentuk Perda yang akan dibahas dengan kepala daerah untuk 
mendapat tujuan bersama. 
b. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama 
kepala daerah. 
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan 
perundang - undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, 
kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program 
pembangunan daerah, kerjasama internasional di daerah. 
d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/ wakil 
kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi 
DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur 
bagi DPRD kabupaten/ kota. 
e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil 
kepala daerah. 
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. 
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang 
dilakukan pemerintah daerah. 
h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam 




i. Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. 
j. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah. 
Undang - undang Republik Indonesia No 27 Tahun 2009 Tentang 
MPR, DPR, DPD, dan DPRD juga mengatur tugas dan wewenang DPRD 
kabupaten/ kota (pasal 344 ) yaitu : 
a. Membentuk peraturan daerah kabupaten/ kota bersama Bupati/ Walikota; 
b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah 
mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota yang 
diajukan oleh Bupati/ Walikota; 
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota; 
d. Mengusulkan pengangkatan dan/ atau pemberhentian Bupati/ Walikota 
dan/atau Wakil Bupati/ Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri 
melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/ 
atau pemberhentian; 
e. Memilih Wakil bupati/ Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan 
jabatan Wakil Bupati/ Wakil Walikota; 
f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah 
kabupaten/ kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; 
g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang 




h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/ Walikota 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota; 
i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain 
atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; 
j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan peraturan 
perundang - undangan; dan 
k. Melaksanakan tugas wewenang lain yang diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang - undangan. 
Telah dijelaskan tugas wewenang serta hak - hak yang dimiliki Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serangkaian dengan itu sebagai badan 
legislatif DPRD kabupaten/ kota yang mempunyai fungsi (UU No 27 tahun 
2009 Pasal 343 ) legislasi; anggaran; dan pengawasan. 
 
3. Pengawasan 
Pengawasan berasal dari kata awas, berarti antara lain “penjagaan”. 
Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu managemen dan administrasi yaitu 
sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.
23
 
Menurut Muchsan dalam Irfan Fachrudin pengawasan adalah
24
 
kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara de facto, sedangkan 
tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang 
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dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan 
sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana). 
Pengawasan  bisa  didefinisikan  sebagai  suatu  usaha  sistematis  oleh 
manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau 
tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah 
kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan 
penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia 
digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai 
tujuan. Pendapat Siagian Pengawasan ialah dapat di artikan atau dibedakan 
menjadi  dua  yaitu  adminitrative  control  dan  managerial  kontrol  yang 
artinya agar keputusan yang dibuat sungguh – sungguh dijalankan  sesuai 
dengan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 
1996 dalam Muhfam Al Amin pengawasan adalah
25
 seluruh proses objek 
atau kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang 
berlaku. 
Menurut Inpres No 15 Tahun 1983 dalam Mufham Al-Amin tujuan 
pengawasan adalah
26
 untuk mendukung kelancaran dan ketepatan 
pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Paulus 
Effendi Lotulung dalam Irfan Fachrudin pengawasan (control) terhadap 
pemerintah adalah
27
 upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan - 
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kekeliruan, baik disengaja maupun tidak sengaja, sebagai usaha preventif, 
atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu sebagai 
usaha represif. 
Hubungan pengawasan terhadap pemerintah adalah sebagai berikut :
28
  
a. Pada umumnya sasaran pengawasan terhadap pemerintah adalah 
pemeliharaan  atau  penjagaan  agar negara  hukum  kesejahteraan dapat  
berjalan  baik  dan  dapat  pula  membawa  kekuasaan pemerintah  
sebagai  penyelenggara negara  hukum  kesejahteraan masyarakat kepada 
pelaksanaan yang baik pula dan  tetap dalam batas kekuasaanya. 
b. Tolok  ukurnya  adalah  hukum  yang  mengatur  dan  membatasi 
kekuasaan  dan  tindakan  pemerintah  dalam  hukum  material maupun 
hukum formal serta kemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat.  
c. Pencocokan  antara  perbuatan  dan  tolok  ukur  yang  telah ditetapkan.  
d. Jika  terdapat  tanda - tanda  akan  terjadi  penyimpangan  terhadap tolok 
ukur tersebut dapat dilakukan pencegahan. 
e. Apabila  dalam  pencocokan  menunjukkan  telah  terjadi penyimpangan  
dari  tolok  ukur,  kemudian  diadakan  koreksi melalui  tindakan  
pembatalan,  pemulihan  terhadap  akibat  yang ditimbulkan dan 
mendisiplinkan pelaku kekeliruan itu. 
Pengawasan  dipandang  dari  kelembagaan  yang  dikontrol  dan yang  
melaksanakan  kontrol  dapat  dibedakan  menjadi pengawasan  intern  
(internal  control)  dan  pengawasan  ekstern (ekstern control) :
29
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a. Pengawasan  intern  (internal  control)  adalah  pengawasan yang  masih  
termasuk  organisasi  dalam  lingkungan pemerintah,  misalnya 
pengawasan  yang  dilakukan  oleh pejabat atasan terhadap bawahannya 
secara hirarkhis. Bentuk kontrol  yang  seperti  itu  dapat  digolongkan  
sebagai  jenis kontrol teknis administratif. 
b. Pengawasan  eksternal  (ekstern  control)  adalah  pengawasan yang  
dilakukan  oleh  badan  atau  organ  secara  struktur organisasi  berada  
diluar  pemerintah  dalam  arti  eksekutif, misalnya pengawasan  yang  
dilakukan  secara  langsung, seperti  pengawasan  keuangan  yang  
dilakukan  oleh  BPK, pengawasan  sosial  yang  dilakukan  oleh 
masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk 
media masa, pengawasan  politis  yang  dilakukan  lembaga-lembaga 
perwakilan  rakyat  terhadap  pemerintah  (eksekutif). Pengawasan  
reaktif  yang  dilakukan  secara  tidak  langsung melalui  badan  peradilan  
(judicial  control)  antara  lain peradilan umum dan peradilan 
administrasi dalam hal timbul persengketaan dengan pihak pemerintah. 
Pengawasan Pemerintahan atas penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Menurut PP No 79 Tahun 2005 (Pasal 1) adalah proses kegiatan 
yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan daerah berjalan secara 
efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan perundang - undangan. 
Pengawasan legislatif sebagaimana dimaksudkan Keputusan Menteri 
Dalam Negeri No. 162 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata 
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Tertib Dewan Perwakilan Daerah meliputi : 1) Peraturan Daerah, 2) APBD, 
3) Peraturan perundangan lainnya, 3) Dana Otsus, 4) Proyek-proyek pusat di 
daerah, 5) Keputusan Kepala Daerah, dan 6) Asset daerah. 
Fungsi pengawasan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) 
terhadap Pemerintah Daerah bersifat pengawasan kebijakan bukan 
pengawasan teknis. Disamping pengawasan tersebut pengawasan oleh 
masyarakat (sosial kontrol) diperlukan dalam mewujudkan peran serta 
masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, 
efisien, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme.
30
  
Fungsi pengawasan oleh DPRD tercermin didalam UU No. 32 Tahun 
2004 pasal  42  ayat  (1)  huruf  c,  yang  intinya  adalah  bahwa DPRD 
mempunyai tugas dan wewenang dalam melaksanakan pengawasan  
terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang - 
undangan  lain, pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah. 
Fungsi kontrol DPRD dalam pemerintahan Daerah memberikan  
beberapa  pengertian  tentang fungsi pengawasan/ kontrol yaitu :
31
 perlu 
dilakukan dilakukan secara tertib teratur dan berkesinambungan sesuai 
dengan sistem dan pedoman atau ketentuan yang berlaku  agar  tujuan  dapat  
tercapai  dengan  effektif  dan  effesiensi. Pengawasan  legislatif  adalah  
pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dewan Pelaksanaan fungsi kontrol 
DPRD dalam Pemerintahan Daerah bukanlah kontrol dalam arti negatif 
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akan tetapi merupakan kontrol yang benar - benar kontruktif  positif  yang  
dilandasi  oleh  tanggung  jawab  yang  nyata akan  keberhasilannya  suatu  
usaha  Pemerintah  Daerah  di  dalam  setiap pelaksanaannya. 
Fungsi  pengawasan  dilakukan  terhadap  perencanaan  dan  kegiatan 
pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen 
bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang 
terjadi  setelah  perencanaan  dibuat  dan  dilaksanakan.  Keberhasilan  perlu 
dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan 
manajemen/administrasi  berikutnya  dilingkungan suatu  organisasi/  unit 
kerja  tertentu.  Sebaliknya  setiap  kegagalan  harus  diperbaiki  dengan 
menghindari  penyebabnya  baik  dalam  menyusun  perencanaan  maupun 
pelaksanaannya. Untuk itulah fungsi pengawasan dilaksanakan agar 
diperoleh umpan balik (feed  back) untuk melaksanakan perbaikan bila  
terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan 
sulit diperbaiki. 
Pengawasan merupakan  salah  satu  fungsi organik adminitrasi dan 
manajemen. Dikatakan bahwa pengawasan termasuk fungsi organik  
adminitrasi  dan  manajemen  karena  apabila  funsi  ini  tidak dilaksanakan  
cepat  atau  lambat  akan  mengakibatkan  matinya  suatu organisasi. 
a. Pengawasan harus bersifat fact finding dalam arti bahwa pengawasan 





b. Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses 
pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan –
penyimpangan dan penyelewengan yang telah ditentukan. 
c. Pengawasan harus bersifat membimbing agar pada pelaksanaan 
meningkatkan  kemampuan  untuk  melakukan  tugas  yang  ditentukan 
baginya. 
Pengawasan saat ini telah mencakup kegiatan pengendalian, 
pemeriksaan,  dan  penilaian  terhadap  kegiatan. Oleh  karena  pengawasan  
tersebut mempunyai sifat menyeluruh dan luas maka  dalam pelaksanaannya 
diperlukan prinsip - prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan, 
adapun  prinsip - prinsip  pengawasan  itu  adalah  sebagai  berikut : 
a. Prinsip Pengawasan Objektif dan menghasilkan data artinya  pengawasan  
harus bersifat  objektif  dan  harus  dapat  menemukan  fakta - fakta 
tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang 
mempengaruhinya. 
b. Prinsip  Pengawasan Efisiensi, artinya  pengawasan  haruslah  dilakukan 
secara efisien bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja. 
Kata pengawasan itu sendiri kadang mempunyai konotasi yang tidak 
menyenangkan karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi 
pribadi. Padahal suatu lembaga atau organisasi sangat memerlukan 
pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan. Sehingga tugas pimpinan 
atau seorang manager adalah untuk menemukan keseimbangan antara 




mencari tingkat pengawasan yang tepat. Pengawasan yang berlebihan akan 
menimbulkan birokrasi dan mematikan kreatifitas yang pada akhirnya 
merugikan suatu lembaga atau organisasi itu sendiri. Sebaliknya 
pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumber 
daya dan membuat pencapaian tujuan menjadi sulit.
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Pengawasan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan 
demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan 
tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme checks and 
balance serta DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan 
kesejahteraan rakyat. Konsep dasar pengawasan DPRD meliputi 
pemahaman  tentang  arti  penting  pengawasan,  syarat  pengawasan  yang 
efektif, ruang lingkup dan proses pengawasan. Pengawasan yang dilakukan 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat juga harus bersifat menyeluruh. 
 
4. Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 
tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang - Undangan, 
serta Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 dimana dalam ketentuan 
tersebut terdapat Peraturan Daerah sebagai salah satu tata urutan peraturan 
perundang - undangan yang berlaku di Indonesia.  
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Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor III Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan 
Peraturan Perundang - Undangan adalah:  
a. Undang - Undang Dasar 1945;  
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;  
c. Undang - Undang;  
d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perpu);  
e. Peraturan Pemerintah 
f. Keputusan Presiden;  
g. Peraturan Daerah 
Dalam Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2004 diatur mengenai peraturan 
perundang - undangan yaitu :  
a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
b. UU/Perpu.  
c. Peraturan Pemerintah.  
d. Peraturan Presiden.  
e. Peraturan Daerah (Perda) yang meliputi :  
1) Peraturan Daerah Provinsi oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.  
2) Peraturan Daerah Kabupaten/kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/kota 
bersama bupati/walikota.  
3) Peraturan Desa/peraturan setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan 





Dimana dalam Ketetapan MPR tersebut bahwa Peraturan Daerah 
adalah salah satu Tata Urutan Perundang - undangan di Indonesia atau 
peraturan daerah adalah merupakan salah satu hukum positif yang berlaku di 
Indonesia. Sehingga begitu strategisnya peraturan daerah dalam mengatur 
kehidupan masyarakat untuk itu peraturan daerah yang telah dibuat harus 
juga diawasi dalam penggunaannya.  
Seperti yang disebutkan dalam bukunya Esmi
33
 “mengingatkan agar 
para penstudi dan pengguna hukum harus selalu menyadari secara sungguh -
sungguh bahwa hukum itu tidak begitu saja jatuh dari langit tetapi ia dibuat 
dan selalu berada dalam lingkup sosial tertentu” karena hukum itu memang 
dibuat sehingga peraturan daerah sebagai salah satu produk hukum perlu 
dilakukan pengawasannya.  
Pemerintahan Daerah telah dicantumkan dalam Undang - Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilatarbelakangi oleh 
kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam 
memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal ini dilakukan 
setelah belajar dari praktik ketatanegaraan pada era sebelumnya yang 
cendrung sentralistik, adanya penyeragaman sistem pemerintahan seperti 
dalam UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di 
Daerah dan UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa serta 
mengabaikan kepentingan daerah. Akibatnya kebijakan yang cenderung 
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sentralistis itu Pemerintah Pusat menjadi sangat dominan dalam mengatur 
dan mengendalikan daerah sehingga daerah diperlakukan sebagai objek 
bukan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai 
dengan potensi dan kondisi objektif yang dimilikinya. 
Lebih lanjut tentang pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18 
Undang-Undang Dasar 1945. Negara Republik Indonesia dibagi atas 
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan 
kota, yang tiap - tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang - undang. Seiring dengan 
pasal tersebut maka lahirlah Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah 
menjalankan otonomi seluas – luasnya kecuali urusan pemerintahan yang 
oleh undang - undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 
Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 
Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum 
di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. 
Peraturan kebijakan merupakan yang berada dalam lingkup 
penyelenggaraan kewenangan pemerintahan dalam arti sempit atau 
ketataprajaan dan aturan ini bukan kewenangan perundang - undangan. 
Peraturan tersebut tidak dapat bergerak terlalu jauh sehingga mengurangi 
hak-hak azasi warga negara dan penduduk. Peraturan tersebut tidak dapat 




ketentuan - ketentuannya. Karena itu peraturan daerah merupakan sebagai 
pelengkap dari peraturan yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan kondisi 
setempat. 
 
5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, 
Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala 
Desa 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengeluarkan Peratuaran Daerah 
(Perda) Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan 
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan tujuan 
untuk memberikan dasar hukum yang jelas terhadap pelaksanaan Pilkades 
serentak di Kabupaten Wonogiri. Perda Nomor 17 Tahun 2016 mengatur 
tentang tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Wonogiri 
mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara serta pelantikan. 
Perda Nomor 17 Tahun 2016 sebagai tindak lanjut surat Gubernur 
Jawa Tengah Nomor 180/0005735 Tanggal 29 Maret 2016 perihal Hasil 
Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa 
yang perlu disesuaikan. 
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 
Tahun 2005 tentang Desa, menyebutkan bahwa Pemilihan Kepala Desa 
dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, 




adil yang dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan. 
Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat 
desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. 
6. Otonomi Daerah 
a. Pengertian Otonomi daerah 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia otonomi adalah
34
 pola 
pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, 
dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 
Berdasarkan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah 
diamandemen dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pemerintahan Daerah, definisi otonomi daerah sebagai berikut : 
“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan”. 
Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu 
daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan 
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Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah 
diamandemen dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pemerintahan Daerah juga mendefinisikan daerah otonom sebagai 
berikut : “Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Contoh daerah otonom (local self-government) adalah kabupaten dan 
kota.  
Sesuai dengan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas 
desentralisasi. Dengan digunakannya asas desentralisasi pada kabupaten 
dan kota maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh.
36
  
Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi 
daerah dapat diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh 
pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk 
mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya 
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sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing - masing dan mengacu 
kepada peraturan perundangan yang berlaku dan mengikatnya. 
b. Prinsip - prinsip Otonomi Daerah 
Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas - 
luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur 
semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang 
ditetapkan dalam undang - undang ini. Daerah memiliki kewenangan 
membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran 




Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan 
otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara 
proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik - praktik korupsi, kolusi, 
nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat 
dan daerah.
38
 Otonomi daerah menuntut daerah agar dapat 
melaksananakan pemerintahan di daerah dan menggunakan anggaran – 
anggaran sesuai dengan program yang telah direncanakan. Dengan 
demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut: 
1) Prinsip Otonomi Luas adalah kepala daerah diberikan tugas, 
wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan 
yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang 
dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di 
                                                 
37
 HAW Widjaja, Otonomi Desa, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 133 
38




samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan 
pemerintahan yang diserahkan itu dalam rangka mewujudkan tujuan 
dibentuknya suatu daerah dan tujuan pemberian otonomi daerah itu 
sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, 
sesuai dengan potensi dan karakteristik masing - masing daerah.  
2) Prinsip Otonomi Nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban 
untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan 
berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan 
karakteristik daerah masing - masing.  
3) Prinsip Otonomi yang Bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam 
penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan 
pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan 
daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
39
 
c. Tujuan Otonomi daerah 
Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut 
Mardiasmo adalah
40
 untuk meningkatkan pelayanan publik dan 
memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi 
utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu : (1) meningkatkan kualitas dan 
kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) 
menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, 
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dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam proses pembangunan. 
Menurut Deddy S.B.& Dadang Solihin tujuan peletakan 
kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah
41
 
peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, 
demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan 
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian 
pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik 
kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi 
dalam proses pembangunan. 
7. Otonomi Desa 
a. Desa 
Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca 
yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif 
geografis, desa atau village diartikan sebagai “a groups of hauses or 
shops in a country area, smaller than a town”. Desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah 
tangganya sendiri berdasarkan hak asal - usul dan adat istiadat yang 
diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. 
Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul 
“Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan 
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masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal -
usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai 
Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, 
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.42  
Desa menurut UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah mengartikan Desa sebagai berikut “Desa atau yang disebut nama 
lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). 
Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan UU Nomor 32 Tahun 
2004 di atas sangat jelas sekali bahwa Desa merupakan Self Community 
yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman 
bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur 
kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya 
setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis 
sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap 
penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang 
kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. 
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Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni : 
1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan 
hak asal - usul desa. 
2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa yakni 
urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan 
pelayanan masyarakat. 
3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota. 
4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada desa. 
Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan 
penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna 
dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat 
perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan 
pembangunan hingga di tingkat akar rumput maka terdapat beberapa 
syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni:  
1) Faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga;  
2) Faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan 
masyarakat; 
3) Faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi 




4) Faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, 
sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa;  
5) Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan 
kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat;  
6) Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata 
pencaharian masyarakat. 
b. Konsep Otonomi Desa 
Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan
43
 otonomi 
asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. 
Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang 
dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat 
melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, 
memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut 
dimuka pengadilan. 
Dengan dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 
yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan 
landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan “Development Community” 
dimana desa tidak lagi sebagai level administrasi atau bawahan daerah 
tetapi sebaliknya sebagai “Independent Community” yaitu desa dan 
masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. 
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Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri 
termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya 
kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi 
masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik. 
Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang 
dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. 
Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal - usul dan adat 
istiadatnya bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. 
Desa atau nama lainnya yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan 
adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional 
dan berada di Daerah Kabupaten.  
Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah 
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan 
masyarakat. Pengakuan otonomi di desa menjelaskan sebagai berikut :
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1) Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan 
dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa 
kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang. 
2) Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti 
sediakala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa 
depan. 
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Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat berdasarkan hak asal - usul dan nilai - nilai sosial budaya 
yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti 
perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal - 
usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau 
Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. 
Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban tiada 
kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh 
karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam 
penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai - nilai 
tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 
menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 
bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan 
kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara 
integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan 
rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang - undangan 
yang berlaku.
45
 Otonomi desa mempunyai peranan penting dalam 
kelangsungan pemerintahan di daerah, karena kegiatan di desa 
merupakan implementasi dari rencana – rencana yang diprogram oleh 
Pemerintah Daerah.  
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8. Pendidikan Politik Tingkat Desa 
a. Pengertian Pendidian Politik 
Pendidikan di Indonesia merupakan upaya untuk menciptakan 
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdasarkan falsafah bangsa 
dan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila. Selain itu, fungsi 
pendidikan di Indonesia adalah mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan YangMaha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab.  
Sesuai rumusan Pasal 7 Bab V Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2002 tentang Partai Politik, upaya pendidikan politik merupakan sarana 
vital dalam pembentukan warga negara atau individu - individu untuk 
mendapatkan informasi, wawasan, serta memahami sistem politik yang 
berimplikasi pada persepsi mengenai politik dan peka terhadap gejala-
gejala politik yang terjadi di sekitarnya. Selanjutnya, warga negara 
diharapkan memiliki keterampilan politik sehingga memiliki sikap yang 
kritis dan mampu mengambil alternatif pemecahan masalah dari 
masalah-masalah politik yang ada.  
Pendidikan politik di Indonesia secara edukatif merupakan upaya 




untuk menjaga kelestarian Pancasila dan UUD 1945. Jadi pendidikan 
politik disesuaikan dengan nilai - nilai yang hidup di masyarakat serta 
yang menjadi landasan moral bangsa. Hal ini dapat dilihat dalam 
Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik 
Bagi Generasai Muda sebagai berikut pada prinsipnya pendidikan politik 
bagi generasi muda merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan 
memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang 
kelestarian Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 sebagai budaya 
bangsa.  
Perilaku politik yang lahir dari sebuah proses pendidikan politik 
dilakukan secara sadar atau tidak sadar yang dipengaruhi pula oleh 
interaksi sosial setiap individu. Dalam proses tersebut mengandung nilai 
- nilai tertentu yang secara normatif diyakini dan dilaksanakan oleh 
setiap individu. Dalam hal ini Affandi menyatakan pendapatnya
46
 bahwa 
“Pendidikan politik selalu terkait dengan internalisasi nilai, yakni sebagai 
proses dimana individu mempelajari budaya dan menjadi bagian dari 
budaya tersebut sebagai unsur yang penting dari konsep dirinya”. Proses 
internalisasi nilai - nilai ini menjadi kekuatan pendidikan politik yang 
memberi makna bahwa pendidikan dan politik itu saling bertautan.  
Pendidikan politik mencoba mengembangkan prinsip - prinsip 
demokrasi yang akan diterapkan pada warga negara sebagai landasan 
pola pikir dalam membangun partisipasi politik warga negara. Partisipasi 
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politik warga negara dapat diwujudkan dalam bentuk pengambilan 
keputusan politik yang didasarkan pada kebebasan memilih dan 
menentukan keputusan yang dibuat. Hal ini senada dengan Haines 
bahwa
47
 upaya pendidikan politik bertujuan untuk “Free men have to 
decide, to chose, to elect refresentatives, support or under mine policies, 
advocate, persuade, guide, teach, as well as manage, their own affairs as 
well as they are able”.  
Dengan demikian pendidikan politik menghargai hak setiap 
individu untuk memilih dan mengambil keputusan politik tanpa ada 
tekanan dari pihak manapun serta berpartisipasi dalam sistem politik 
yang ada. Pendidikan politik memiliki tujuan untuk menarik individu 
memahami politik sehingga menjadi warga negara yang 
bertanggungjawab dengan mencoba bagaimana menganalisa dan 
memberikan penilaian terhadap situasi politik yang sedang berlangsung 
secara mandiri. Pendapat ini senada dengan pernyataan Haines bahwa
48
 
Pendidikan politik adalah bagaimana mengembangkan keinginan 
professional dalam politik dan mengutamakan yang mengarah kepada 
tanggungjawab politik yang dalam waktu yang sama berusaha 
memberikan kepada mereka pengetahuan yang penting dan keterampilan 
untuk melaksanakan tanggungjawab.  
Definisi di atas menunjukkan bahwa pendidikan politik merupakan 
upaya pembinaan kepada setiap individu untuk berpartisipasi terhadap 
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kehidupannya dengan penuh rasa tanggungjawab. Rusadi Kantaprawira 
memandang bahwa
49
 “pendidikan politik sebagai salah satu fungsi 
struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik 
rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara nasional dalam sistem 
politiknya”. Dengan demikian pendidikan politik sebagai cara untuk 
mengenalkan serta memahami politik kepada warga negara untuk secara 
aktif berpartisipasi dalam sistem politik yang sedang berjalan.  
Sedangkan Alfian mengemukakan pendapat tentang pendidikan 
politik sebagai berikut :
50
 Pendidikan politik (dalam arti kata yang lebih 
ketat) dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses 
sosialisasi masyarakat sehingga memahami dan menghayati betul - betul 
nilai - nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang 
hendak dibangun.  
Dengan demikian pendidikan politik menurut Alfian sama dengan 
sosialisasi politik yaitu proses menyampaikan atau menyebarkan program 
- program pemerintah (penguasa) kepada masyarakat dalam suatu sistem 
politik. Senada dengan Alfian, Wahab mengemukakan bahwa
51
 
“pendidikan politik secara umum adalah sosialisasi nilai - nilai kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Kedua pendapat tersebut 
berkaitan erat dengan sosialisasi politik. Dalam hal ini pendidikan politik 
merupakan upaya mengenalkan suatu sistem politik pada individu dan 
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menentukan reaksi terhadap gejala - gejala politik dalam sistem tersebut. 
Konsep pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki arti yang 
berdekatan atau hampir sama sehingga dapat digunakan secara 
bergantian.  
Menurut Michael Rush dan Philip Althoff bahwa sosialisasi politik 
diartikan sebagai
52
 “suatu proses oleh pengaruh mana seorang individu 
bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan sifat - sifat 
persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi - reaksinya terhadap 
gejala - gejala politik”. Inti dari pengertian sosialisasi yang diungkapkan 
Michael Rush dan Philip Althoff tersebut yaitu pengenalan terhadap 
sistem politik. Apabila seorang individu telah mengenali lingkungan 
sistem politiknya maka individu tersebut akan memiliki persepsi terhadap 
lingkungan sistem politiknya. Perlu diketahui bahwa persepsi setiap 
individu terhadap lingkungan sistem politiknya akan berbeda - beda 
tergantung intensitas sosialisasi, pesan yang ada dalam sosialisasi, 
penyampaian atau media sosialisasi tersebut. Selain itu aspek - aspek 
yang ada dalam individu juga akan mempengaruhi tingkat persepsi orang 
mengenai sistem politiknya seperti intelegensi, tingkat pendidikan, 
emosi, nilai - nilai, dan sebagainya. Karena persepsi setiap individu 
berbeda maka tidak aneh reaksi - reaksi terhadap sistem politiknya pun 
akan berbeda - beda pula.  
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Proses ini dipengaruhi oleh lingkungan individu berada baik secara 
sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pendidikan politik yang diperoleh 
setiap individu menimbulkan pengalaman - pengalaman politik yang baru 
sehingga menimbulkan perilaku politik. Perilaku politik sebagai hasil 
pendidikan politik diungkapkan oleh Kenzie dan Silver bahwa
53
 perilaku 
politik seseorang itu ditentukan oleh interaksi dari sikap sosial dan sikap 
politik individu yang mendasar dan oleh situasi khusus yang 
dihadapinya. Asosiasi antara berbagai karakteristik pribadi dan sosial dan 
tingkah laku politik mungkin adalah hasil dari motivasi sadar atau tidak 
sadar atau yang lebih mungkin lagi kombinasi keduanya. Politik dilihat 
sebagai inti dari proses pendidikan politik yakni membenarkan nilai - 
nilai dan menerapkannya di masyarakat sedangkan pendidikan adalah 
media untuk menyampaikan nilai - nilai tersebut. Sehingga inti dari 
proses pendidikan politik yakni internalisasi nilai - nilai yang ada di 
masyarakat untuk mengembangkan pemahaman sistem politik menuju 
pembentukan warga negara yang melek politik. Hal ini sesuai dengan 
Made Suara bahwa
54
 “Pendidikan politik merupakan proses 
mempengaruhi individu agar mendapat informasi, wawasan, dan 
keterampilan politik hingga sanggup bersikap kritis dan lebih 
internasional serta lebih terarah hidupnya”.  
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Pendidikan politik merupakan suatu usaha untuk menciptakan 
warga negara yang benar - benar melek politiknya. Selain itu, pendidikan 
politik sebagai usaha dalam mencapai hak politik yang dimiliki setiap 
warga negara dalam membangun dan menjalankan suatu sistem politik 
yang ada. Di samping itu warga negara diharapkan mampu berpartisipasi 
aktif dalam sistem politik yang menuntut kedewasaan berpolitik untuk 
menciptakan kedamaian bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  
Indonesia sebagai negara yang demokratis menjalankan proses 
pendidikan politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan 
warga negara. Sehingga tujuan pendidikan politik harus sejalan dengan 
penjabaran tujuan pendidikan nasional. Dalam rumusan Pasal 3 UU 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan 
fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagai berikut Pendidikan 
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.  
Upaya untuk mengembangkan pendidikan yang membentuk watak 
dan peradaban bangsa serta menjadi warga negara adalah bagian penting 
dari tujuan pendidikan politik. Menurut Wahab 
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 “... pendidikan politik 
bertujuan membentuk warga negara yang baik, yaitu warga negara yang 
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memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak - hak dan 
kewajibannya sebagai individu warga negara”. Dengan demikian, 
terwujudnya warga yang baik (good citizen) yaitu warga negara yang 
melek politik, memiliki kesadaran politik, dan berpartisipasi dalam 
kehidupan politik merupakan tujuan utama dari pendidikan politik.  
Proses pendidikan politik merupakan suatu proses untuk membina 
dan mengembangkan warga negara untuk mengenali sistem politik dan 
reaksi terhadap gejala - gejala politik. Pada dasarnya tujuan pendidikan 
politik adalah membentuk manusia yang sadar akan hak dan 
kewajibannya dalam rangka memahami situasi sistem politik menuju 
kesejahteraan hidup bangsa. Selain itu, pendidikan politik diharapkan 
mampu menciptakan warga negara yang memiliki jiwa nasionalis dan 
egaliter serta kualitas pribadi yang kuat sebagai warga negara. 
Pendidikan politik sesungguhnya telah menjadi bagian dalam 
kehidupan manusia sebab di mana ada manusia maka terdapat pula 
masyarakat atau dengan kata lain manusia adalah zoon politicon. 
Sehingga ketika terdapat unsur politik dalam kehidupan manusia maka 
akan terjadi sosialisasi politik dalam arti longgar dari pendidikan politik, 
baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Hal ini 
sebagaimana yang telah digariskan dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 
bahwa jalur - jalur terlaksananya pendidikan politik meliputi : a) jalur 




Hal senada diungkapkan oleh Kuntowijoyo yang menyebutkan 
bentuk - bentuk penyelenggaraan pendidikan politik sebagai berikut :
56
 
Pendidikan politik formal yaitu pendidikan politik yang diselenggarakan 
melalui indoktrinasi. Berikutnya adalah pendidikan politik yang 
diselenggarakan tidak melalui pendidikan formal, seperti pertukaran 
pemikiran melalui mimbar bebas, sedangkan pendidikan politik yang 
baik adalah pendidikan politik yang memobilisasi simbol - simbol 
nasional, seperti sejarah, seni, sastra, dan bahasa.  
Pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik. 
Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem 
politik negaranya. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah 
proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. 
Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat 
memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang 
berlangsung dalam masyarakat. Pendidikan politik adalah suatu bentuk 
pendidikan yang dijalankan secara terencana dan disengaja baik dalam 
bentuk formal maupun informal yang mencoba untuk mengajarkan 
kepada setiap individu agar sikap dan perbuatannya dapat sesuai dengan 
aturan - aturan yang berlaku secara sosial. Terlihat bahwa pendidikan 
politik tidak hanya mempelajari sikap dan tingkah laku individu. Namun 
pendidikan politik mencoba untuk mengaitkan sikap dan tingkah laku 
individu tersebut dengan stabilitas dan eksistensi sistem politik. 
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Masyarakat pedesaan sebagai salah satu komunitas sosial yang ada 
dan berkembang dengan dinamika jaman tidak terlepas dari pengaruh dan 
tuntutan pembaharuan menuju masyarakat yang mandiri dan mampu 
bersaing di tengah - tengah gelombang globalisasi. Gerakan 
pembangunan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan telah banyak 
berorientasi dan memberi prioritas pada pembangunan masyarakat 
pedesaan. Hal ini dipertegas lagi dengan wacana masyarakat madani 
(Civil Society) yang secara nasional sedang digalakkan saat ini. 
Upaya pembangunan masyarakat menuju terwujudnya masyarakat 
madani telah dilakukan secara terprogram dan terencana melalui 
penataan berbagai sistem dan aspek kehidupan masyarakat. Salah satu 
aspek kehidupan masyarakat yang saat ini banyak disorot oleh berbagai 
kalangan adalah aspek politik dan ekonomi. Kedua aspek ini begitu 
popular setelah bangsa ini memasuki era reformasi total sejak tahun 
1998. Untuk mewujudkan suatu kehidupan politik yang sesuai dengan 
tuntutan reformasi perlu ditumbuh kembangkan pendidikan politik bagi 
seluruh lapisan masyarakat. Hal ini ada kaitannya dengan persepsi yang 
negatif masyarakat terhadap politik yang tumbuh dan berkembang di 
kalangan masyarakat pedesaan. 
b. Dinamika Politik Tingkat Desa 
Keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak terlepas dari 
adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya. Masyarakat desa baik 




integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan desa. Secara 
prinsip pelaksanaan pemilihan kepala desa ditujukan guna mewujudkan 
kedaulatan rakyat di desa yang bersangkutan. Keadaan tersebut 
menimbulkan tanggung jawab penyelengaraan pemerintahan desa tidak 
saja di tangan kepala desa, BPD dan aparat pelaksanaannya tetapi juga di 
tangan masyarakat desa tersebut. 
Salah satu wujud dari rasa tanggung jawab masyarakat di atas 
adalah adanya sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
desa yang antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif anggota 
masyarakat dalam memilih kepala desa. Disamping itu partisipasi 
masyarakat juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang 
menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan. 
Menurut Miriam Budiardjo, partisipasi masyarakat didasarkan pada 
pertimbangan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang 
melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan 
serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang - orang 
yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masyarakat berikutnya.
57
 
Demokrasi diukur dengan bekerjanya tiga nilai penting yaitu
58
 
kontestasi (kompetisi), liberalisasi dan partisipasi. Ketiganya disandarkan 
pada kebebasan individu, khususnya kebebasan untuk (freedom for) 
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berkompetisi memperebutkan jabatan - jabatan publik baik eksekutif 
maupun lembaga perwakilan (legislatif) melalui proses pemilihan. Setiap 
orang bebas berpartisipasi dalam pemilihan umum menggunakan hak 
suaranya secara bebas tanpa tekanan, ancaman atau mobilisasi. Setiap 
orang harus bebas untuk berbicara, berkumpul, berserikat, memperoleh 
informasi dari pers yang bebas dan lain-lain.  
Demokrasi desa dalam catatan sejarah yang membuktikan bahwa pada 
masa lalu desa - desa di Indonesia telah dikelola dengan menggunakan sebuah 
sistem nilai tradisional yang prinsip dasarnya memiliki kemiripan dengan 
prinsip - prinsip dasar demokrasi modern. Bisa dikatakan demikian karena 
secara politik masyarakat desa mendasarkan dirinya kepada kedaulatan rakyat, 
hal ini bisa terlihat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa oleh masyarakat 
desa yang bersifat langsung dimana calon - calonnya mereka ajukan sendiri 
kemudian kegiatan musyawarah dan rembug desa yang berlangsung secara 
intensif. Bukti empiris ini bahkan menunjukkan bahwa prinsip demokrasi yang 
dijalankan di desa memiliki tingkat kualitas yang lebih baik dibandingkan jika 
dilihat dari pemahaman konsep demokrasi populer yang sangat mekanistik dan 
prosedural. 
Demokrasi desa menurut Ina E. Slamet merupakan demokrasi asli dari 
suatu masyarakat yang belum mengalami stratafikasi sosial. Demokrasi desa 




rakyat bermusyawarah dan bermufakat), hak rakyat untuk mengadakan protes, 
dan cita - cita tolong menolong.
59
 
Menurut H.A.W Widjaja dalam bukunya “Pemerintahan Desa/Marga 
berdasarkan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999” tentang Pemerintahan 
Daerah mengatakan bahwa Kepala desa dipilih langsung oleh Penduduk desa 
dari calon yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui 
tahap pencalonan dan pemilihan. 
H.A.W Widjaja dalam bukunya tentang “Pemerintahan Desa/Marga” 
mengatakan bahwa Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon 
yang mendapatkan dukungan suara terbanyak. Calon kepala desa yang terpilih 
tersebut ditetapkan dengan keputusan BPD/BPM berdasarkan laporan dan 
Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh bupati dengan 




Figur seorang calon kepala desa harus benar - benar sesuai dengan 
karakteristik pemimpin yang baik dimana calon kepala desa tersebut harus 
berani berkorban untuk kepentingan warga desanya. Seseorang yang akan 
menjadi kepala desa harus mempunyai motivasi atau keinginan yang kuat agar 
cita - citanya itu berjalan dengan lancar. Hal tersebut sejalan dengan yang 
dikatakan oleh Kana dalam “Jurnal Politik Lokal dan Sosial-Humaniora” 
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bahwa “Motivasi menjadi calon kepala desa itu berasal dari luar dan dari diri 
calon kepala desa tersebut”.61  
Seorang kepala desa akan melakukan hal - hal yang mendukung dalam 
perolehan suara oleh karena itu seorang calon kepala desa harus bisa merekrut 
kader – kadernya untuk mengorganisasikan strateginya agar terpilih menjadi 
kepala desa. Ini sesuai dengan yang dikatakan Kana bahwa “Rekruitmen kader 
pendukung untuk mengorganisasikan strategi dalam pemilihan kepala desa 
yaitu menjalin hubungan dengan tokoh - tokoh masyarakat, tokoh - tokoh 
agama, pemuda - pemudi karang taruna”. 
Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa para calon kepala desa 
sudah mempersiapkan strategi untuk memenangkan pemilihan tersebut. Hal ini 
seperti yang terdapat dalam jurnal “Politik Lokal dan Sosial-Humaniora” oleh 
Kana bahwa Pelaksanaan strategi persaingan dalam pemilihan kepala desa 
dilakukan dengan menggunakan uang (money politics), dengan 
menyelenggarakan iztihad/doa bersama, dudah ngamal artinya 
mengungkapkan hal - hal baik yang pernah dibuat oleh calon kepala desa di 
masa lalu kepada masyarakat dan juga dengan mengadakan silaturahmi yaitu 
kunjungan ke rumah - rumah penduduk. Dimana pada saat pemilihan 
masyarakat bereuphoria melaksanakan pesta demokrasi, karena pelaksanaan 
pemilihan seperti ini masyarakat desa memang sangat berantusias untuk 
mengikuti pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.  
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Pemahaman terhadap fungsi pengawasan DPRD terhadap implementasi 
peraturan daerah dan peraturan bupati diperoleh dari teori yang ada 
sebelumnya namun disesuaikan dengan peraturan perundang - undangan yang 
berlaku khususnya undang - undang tentang otonomi daerah. Seiring dengan 
hal tersebut maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. 
Penggunaan teori pemisahan kekuasaan sebagai grand theory 
berdasarkan pada pemahaman bahwa keberadaan DPRD sebagai badan atau 
organ yang menjalankan fungsi legislasi daerah dan kepala daerah sebagai 
organ atau badan yang menjalankan fungsi eksekutif. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana yang terdapat 
dalam Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah lembaga perwakilan 
rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Fungsi 
DPRD dapat disebutkan kegunaan atau pekerjaan yang dilakukan DPRD untuk 
membuat peraturan daerah, membuat anggaran serta melakukan pengawasan.  
Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan DPRD 
terhadap pemerintah daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya melalui 
dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus dan 
pembentukan panitia kerja yang diatur dalam tata tertib.  
Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan dan pelaksanaan. 
Peraturan Daerah dapat diartikan sebagaimana yang terdapat pada Tap MPR 
Nomor III/MPR/2000 Pasal 3 ayat (7) disebutkan Peraturan daerah merupakan 




kondisi khusus daerah yang bersangkutan. Selanjutnya dalam pasal 3 ayat (7) 
huruf b disebutkan Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan 
perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota. Kebijakan 
kepala daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah sepanjang belum 
diatur oleh peraturan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan yang 
lebih tinggi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.  
Begitu pentingnya pengawasan itu dilakukan oleh DPRD terhadap 
produk hukum daerah sementara pengaturan tentang fungsi pengawasan DPRD 
terkadang diabaikan oleh DPRD itu sendiri bahkan Undang - undang yang 
mengatur tentang pengawasan tersebut masih dianggap kurang sempurna 
sehingga mengakibatkan fungsi pengawasan tersebut tidak maksimal.  
Maka penulis menganggap sangat penting untuk menelusuri lebih dalam 
tentang bagaimana pengaturan fungsi pengawasan DPRD itu sendiri dan 
bagaimana pelaksanaannya serta hambatan - hambatannya. Oleh karena itu 
penulis memutuskan tulisan ini terkonsentrasi pada pengawasan DPRD 
terhadap pelaksanaan Peratuaran Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan 





A. Jenis Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Tipe penelitian ini 
dilakukan tergolong yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis dengan 
memperhatikan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang 
kewenangan DPRD Kabupaten dalam pengawasan terhadap implementasi 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, 
Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di 
Kabupaten Wonogiri. Sehingga penelitian ini bukan untuk menguji hipotesa, 
atau teori, akan tetapi dengan mengacu kepada peraturan perundang - 
undangan yang ada. 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini pendekatan penelitiannya menggunakan metode 
penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini juga berupaya memaparkan serta 
menggambarkan pengawasan DPRD Kabupaten terhadap pelaksanaan 
Peratuaran Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, 







C. Data dan Sumber Data 
Moleong menyampaikan bahwa sumber data utama dalam sebuah 
penelitian kualitatif adalah
111
 kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 
tambahan seperti dokumen atau bahkan lain. Sumber data dalam penelitian ini 
meliputi :  
a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang berhubungan dengan 
penelitian ini seperti Undang - Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor 
III/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan 
Pemberhentian Kepala Desa serta peraturan - peraturan lain yang 
berhubugan dengan penelitian ini. Selain itu juga hasil pengamatan dan 
wawancara dengan perwakilan anggota DPRD dan perwakilan dari 
pemerintah Kabupaten Wonogiri. 
b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku - buku 
teks (textbooks), serta bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan 
hukum primer.  
c. Bahan hukum tertier atau bahan hukum yang memberikan petunjuk atau 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 
seperti berupa kamus, jurnal ilmiah, makalah, majalah, dan bahan sejenisnya 
yang dipergunakan dalam melengkapi penelitian ini. 
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D. Subjek dan Objek Penelitian 
Sesuai dengan objek masalah yang hendak diteliti yaitu pengawasan 
DPRD Kabupaten terhadap pelaksanaan Peratuarn Daerah (Perda) Nomor 17 
Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan 
Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri, maka subjek penelitian 
adalah berupa lembaga, yaitu DPRD dan pemerintah kabupaten Wonogiri. 
Subjek penelitian adalah perwakilan anggota DPRD dan perwakilan dari 
pemerintah kabupaten Wonogiri. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam mengumpulkan bahan hukum primer dilakukan dengan cara 
pengamatan langsung dan sebagian dengan cara wawancara. Wawancara 
dilakukan terhadap pihak yang berkompeten seperti dari DPRD adalah dari 
unsur pimpinan DPRD, maupun alat kelengkapan DPRD yang ada, unsur 
Sekretariat DPRD. Sedangkan dari Pemerintah Daerah bahan hukum primer 
mewawancarai Sekretariat Daerah dan Kepala Bagian Hukum.  
Sedangkan dalam mengumpulkan bahan sekunder dilakukan dengan cara 
studi dokumentasi demikian juga terhadap bahan hukum tertier. Data yang 
tersedia kemudian dikumpulkan khususnya bahan yang memiliki relevansi 
dengan penelitian ini. Bahan yang diperoleh arsip Sekretariat DPRD dan 






F. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 
dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 
dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data
112
. Analisis 
data terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 
Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier yang 
dikumpulkan oleh peneliti, kemudian diinvetarisasi dan diklasifikasi 
berdasarkan studi dokumen atau menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. 
Bahan yang diperoleh kemudian dipaparkan, disistematisasi, kemudian 
dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini 
analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, artinya dengan bertitik tolak 
pada aturan hukum yang berlaku yang berkembang melalui pembahasan dalam 
bahan sekunder. Kemudian dengan logika berpikir deduktif, maka semua 
bahan diseleksi dan diolah serta dianalisis dengan memaparkan apa adanya 
(deskriptif), maka dengan mengungkapkan permasalahan juga dengan 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana baru dalam rangka 
pengawasan yang dilaksanakan DPRD terhadap Peraturan Daerah sehingga 
dapat diketahui batasan - batasan pengawasan DPRD. Sehingga diperoleh 
gambaran yang jelas tentang pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap 
implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang 
Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian 
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Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri serta konsep pengawasan DPRD terhadap 
implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang 
Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian 
Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Penelitian  
1. Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
Pengertian Desa menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa merupakan undang – undang yang telah dinantikan oleh segenap 
masyarakat desa tak terkecuali perangkat desa selama hampir 7 tahun. 
Tepatnya pada tanggal 18 Desember 2013 Rancangan Undang – Undang 
(RUU) Tentang Desa disahkan menjadi Undang – Undang Desa.115 Undang – 
undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan hak – hak yang 
istimewa kepada desa khususnya dalam pengelolaan keuangan dan dana 
alokasi dana desa, pemilihan kepala desa dan proses penyelenggaraan 
pemerintahan desa. 
Pasal 1 ayat 3 Undang – undang Tentang Desa Pemerintah Desa adalah 
Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa yang 
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juga membahas mengenai perangkat desa khususnya Kepala Desa dimana 
menurut Undang – Undang Desa pada Pasal 26 ayat 1, Kepala Desa bertugas 
menyelenggarakan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, segala hal yang berhubungan 
dengan Kepala Desa, baik itu tugas, wewenang, larangan hingga masa jabatan 
seorang Kepala Desa juga tertuang di Undang – undang Desa. 
Tak lepas dari pembahasan Kepala Desa menurut Undang – undang 
Desa maka masyarakat harus berhati – hati dalam memilih wakil di desanya, 
dan masyarakat desa harus dapat benar – benar memilih orang yang dinilai baik 
dan mampu dalam melaksanakan dan meyelesaikan permasalahan – 
permasalahan yang ada di desa, karena dengan penyelesaian permasalahan dan 
pelaksanaan yang baik dalam pemerintahan desa akan membawa dampak yang 
baik juga untuk kelangsungan pemerintahan desa yang lebih baik dan pasti 
juga akan membawa dampak – dampak positif dalam perubahan yang akan 
terjadi kedepannya. 
Masa jabatan Kepala Daerah yaitu 6 tahun yang dapat dipilih kembali 
dan  menjabat kembali dalam 3 periode baik secara berturut – turut ataupun 
tidak, maka ditakutkan akan ada kewenangan yang bersifat diktator yang 
memang berkeinginan kuat untuk menjadi penguasa dan mempunyai 
kewenangan yang tak terbatas terhadap penyelenggaraan pemerintahan di 
desanya, sehingga akan banyak maraup keuntungan – keuntungan yang bersifat 




Kepala Desa memiliki kewenangan dalam menjalankan 
penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga tanggung jawab yang harus 
dilaksanakan Kepala Desa sangatlah besar, maka dari itu harus ada 
pendelegasian atau pemberian mandat kepada perangkat desa untuk 
menjalankan pemerintahan desa yang lebih baik dan efektif sesuai yang 
ditegaskan dalam Pasal 26 ayat 3 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa. Kemudian untuk menyelenggarakan pemerintahan desa ada forum yang 
berupa musyawarah desa yang terdapat pada Pasal 1 ayat 5 yang menerangkan 
bahwa musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan 
Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 
2. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, 
Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala 
Desa 
Pasal 18B ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menerangkan bahwa Negara mengakui kesatuan -
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak - hak tradisionalnya sepanjang 
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang - undang. 
Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia desa telah 
berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan 
diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga 




dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 
Untuk itu desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan 
dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang - undang.  
Aturan terkait desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahannya 
kemudian diturunkan dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa sebagai dasar untuk membentuk Pemerintahan Desa yang 
profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Setelah 
diundangkannya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan 
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 
Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diterbitkan untuk 
melaksanakan pasal yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa salah satunya adalah pelaksanaan ketentuan 
Pasal 31 Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengenai 
pemilihan kepala desa serentak yang kemudian dalam Pasal 46 Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang - Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut dikatakan bahwa ketentuan 
lebih lanjut mengenai pemilihan kepala desa serentak diatur melalui 




Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang termasuk 
didalamnya memerintahkan pula kepada daerah untuk membuat Peraturan 
Daerah untuk membahas ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
pemilihan Kepala Desa serentak. Sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Kepala Desa, maka Peraturan Daerah yang dimaksud harus diterbitkan 
selambat - lambatnya 2 tahun sejak Peraturan Menteri tersebut dibuat. 
Kemudian ditindak lanjuti dengan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 
180/0005735 Tanggal 29 Maret 2016 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan 
Daerah Kabupaten Wonogiri maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu disesuaikan, 
maka Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri merespon dengan 
ditetapkanya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang 
Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian 
Kepala Desa yang didalamnya terdapat pula aturan mengenai pemilihan 
Kepala Desa secara serentak. Ketentuan mengenai tahapan dan tata cara 
pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Wonogiri diatur dalam 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, 
Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. 
Selanjutnya mengenai tahapan pemilihan Kepala Desa, secara garis besar 
tahapan pemilihan Kepala Desa meliputi tahap persiapan; pencalonan; 




Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, 
Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa 
kemudian menjadi petunjuk teknis dan aturan yang sangat detail meliputi 
setiap tahapan yang ada dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di 
Kabupaten Wonogiri Tahun 2015. Selain berisi petunjuk teknis pelaksanaan 
terkait proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak di daerahnya. 
Disebutkan pula bagaimana skema pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 
serentak yang nanti pada akhirnya akan diselenggarakan dengan pelibatan 
seluruh Desa. Pemerintah Kabupaten Wonogiri merencanakan pemilihan 
Kepala Desa secara serentak satu kali diseluruh Kabupaten Wonogiri 
nantinya akan dilaksanakan pada tahun 2021. Dengan demikian, pemilihan 
Kepala Desa sebelum dilaksanakaNnya pemilihan Kepala Desa secara 
serentak satu kali diseluruh Kabupaten Wonogiri akan dilaksanakan pada 
tahun 2016, mengingat banyaknya Kepala Desa yang masa jabatanya 
berakhir pada Tahun 2015 serta 2016 dan untuk Desa yang masa jabatan 
Kepala Desanya berakhir pada tahun 2017 dan 2019 akan terlebih dahulu 
ditunjuk Pejabat Kepala Desa oleh Bupati Wonogiri untuk mengisi 
kekosongan jabatan Kepala Desa sampai dengan dilaksanakannya pemilihan 
Kepala Desa serentak satu kali pada tahun 2021 mendatang.  
Reaksi cepat dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang ditunjukkan 
dengan dibuatnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang 
Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian 




Kabupaten Wonogiri tahun 2016, dikarenakan Kabupaten Wonogiri telah 
menganggarkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di tahun 2015 dalam 
APBD sehingga pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan pada tahun 
2016. Selain itu Masa jabatan Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri yang 
sebagian besar berakhir pada tahun 2016. Hal ini menjadi dasar 
pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri untuk melaksanakan 
pemilihan Kepala Desa agar dapat menghindari maupun meminimalisir 
banyaknya jabatan Kepala Desa yang kosong dikarenakan belum adanya 
dasar hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 
sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang - 
undangan. 
Kepala Desa yang terpilih dalam proses pemilihan Kepala Desa 
serentak tahun 2016 akan menjabat selama 6 tahun terhitung dari tanggal 
pelantikan yaitu tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan akhir masa 
jabatanya pada 02 Desember 2022. Pada tahun 2016 di Kabupaten Wonogiri 
akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 15 desa 
pada 12 kecamatan. Pelaksanaan Pilkades serentak Tahap I di Kabupaten 
Wonogiri akan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut : 
No. DESA KECAMATAN KETERANGAN 
1. Keloran Selogiri Habis masa jabatan 
2. Tanjung Bulukerto Meninggal dunia 
3. Geneng Bulukerto  Habis masa jabatan 
4. Bakalan Purwantoro Habis masa jabatan 




6. Gambiranom Baturetno Habis masa jabatan 
7. Wonoharjo Nguntoronadi Meninggal dunia 
8. Ngadiroyo Nguntoronadi Mengundurkan diri 
9. Tambakmerang Girimarto Habis masa jabatan 
10. Miri Kismantoro Habis masa jabatan 
11. Jatisrono Jatisrono Habis masa jabatan 
12. Glinggang Pracimantoro Habis masa jabatan 
13. Karangtengah Karangtengah Mengundurkan diri 
14. Tempurharjo Eromoko Meninggal dunia 
15. Baleharjo Eromoko Habis masa jabatan 
per 31 Desember 2016 
  
 Biaya untuk pemilihan Pilkades serentak berasal dari APBD Pemerintah 
Daerah Kabupaten Wonogiri pada Tahun Anggaran 2016. Adapun rincian biaya 
untuk pelaksanaan Pemilihan Pilkades serentak di Kabupaten Wonogiri yaitu : 
a. Belanja tidak langsung pada Belanja Bantuan Keuangan Kepala Desa 
untuk Pemilihan Kepala Desa sejumlah Rp. 92.000.000,- (Sembilan Puluh 
Dua Juta Rupiah); 
b. Kecamatan yang akan melaksanakan Pilkades masing – masing sebesar 
Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah); 
c. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Wonogiri untuk 
kegiatan PAM Terbuka dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Tahun 2016 
sebesar Rp. 93.530.600,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga 
Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah). 
Dikarenakan pelaksanaan Pilkades sampai dengan pelantikan 




diselenggarakan di Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017 
maka untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan telah diantisipasi 
oleh Bagian Pemerintahan Desa mengenai penganggaran dan pertanggung 
jawaban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.116 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonogiri 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wonogiri merupakan hasil 
Pemilu Legislatif tahun 2014 dengan jumlah 45 kursi. Dari 45 kursi DPRD 
Wonogiri diisi oleh anggota legislatif sembilan parpol dari dua belas parpol 
di Wonogiri dengan rincian sebagai berikut :
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No Partai Politik Jumlah Kursi 
1 PDIP 13 
2 Partai Golkar 10 
3 PKS 6 
4 Demokrat 4 
5 Gerindra 4 
6 PAN 4 
7 PPP 2 
8 Nasdem 1 
9 PKB 1 
Jumlah 45 
 
Wakil rakyat sebanyak 45 orang tersebut yang berasal dari 9 partai 
pemenang pemilu 2014 di kabupaten Wonogiri kemudian dikelompokkan 
menjadi 7 (tujuh) fraksi meliputi : 
a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 
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b. Fraksi Partai Golongan Karya. 
c. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 
d. Fraksi Partai Amanat Nasional. 
e. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. 
f. Fraksi Partai Demokrat. 
g. Fraksi Persatuan Kebangkitan National 
Berdasarkan Pasal 54 Peraturan DPRD Kabupaten Wonogiri Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 
DPRD Kabupaten Wonogiri memiliki 4 (empat) Komisi yakni :  
a. Komisi  I :  Urusan Pemerintahan. 
b. Komisi  II :  Urusan Ekonomi dan Keuangan. 
c. Komisi  III :  Urusan Pembangunan. 
d. Komisi  IV :  Urusan Kesejahteraan Rakyat. 
Urusan masing - masing Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pasal 54 yaitu : 
a. Komisi I  Urusan Pemerintahan meliputi : 
1) Pemerintahan; 
2) Kepegawaian/Aparatur; 
3) Keamanan dan Ketertiban; 
4) Pertanahan; 
5) Kependudukan dan Catatan Sipil; 
6) Kesatuan Bangsa dan Politik; 








12) Penelitian dan Pengembangan; 
13) Komunikasi dan Informasi; 
14) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
b. Komisi II Urusan Ekonomi dan Keuangan meliputi : 
1) Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah; 
2) Penanaman Modal; 
3) Keuangan Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah); 
4) Perusahaan Daerah; 
5) Pariwisata; 
6) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; 
7) Peternakan, Perikanan dan Kelautan; 
8) Kehutanan dan Perkebunan; 
9) Badan Layanan Umum Daerah; 
10) Ketahanan Pangan dan Logistik. 
c. Komisi III  Urusan Pembangunan meliputi : 





3) Tata Ruang; 
4) PESDM (Pengairan, Energi dan Sumber Daya Mineral); 
5) Perhubungan; 
6) Lingkungan Hidup.  
d. Komisi IV Urusan Kesejahteraan Rakyat meliputi : 
1) Pendidikan; 
2) Pemuda dan Olahraga;  
3) Kesehatan; 
4) Sosial; 
5) Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; 
6) Kebudayaan;  
7) Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak; 
8) Penanggulangan Bencana Daerah. 
Komisi – komisi tersebut diatas dibentuk supaya ada pembagian 
kerja yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Wonogiri dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan bidang 
kerjanya dan agar dapat bekerja secara profesional. Bukan berarti menutup 
kemungkinan anggota komisi tidak mau bekerja diluar bidang kerjanya. 
Pada dasarnya dikarenakan semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Wonogiri adalah perwakilan dari masyarakat 
Kabupaten Wonogiri yang bertugas sebagai penyambung aspirasi 




dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Wonogiri tidak 
dapat berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak – 
pihak – pihak yang terkait dan masyarakat Kabupaten Wonogiri. 
Fungsi DPRD sebagai legislasi dan anggaran adalah merupakan  
pelaksanaan dari fungsi DPRD sebagai pembuat kebijakan publik. Karena 
fungsi legislasi dimana menunjukkan bahwa DPRD adalah wakil rakyat,  
karena  DPRD dalam membuat peraturan daerah harus menampung aspirasi 
masyarakat yang diwakilinya. Sehingga Peraturan Daerah yang  dihasilkan   
seharusnya memihak kepada kepentingan masyarakat atau untuk 
kepentingan umum bukan untuk kepentingan golongan saja. 
Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi penting yang dimiliki 
DPRD selain fungsi lain yaitu fungsi legislasi dan anggaran. Dalam 
pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD memiliki tugas untuk menjaga dan 
mengevaluasi jalannya pemerintahan oleh Kepala Daerah agar dapat 
terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang - undangan. 
Pada hakekatnya pengawasan DPRD dilakukan untuk mencegah 
penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan dan untuk 




Fungsi pengawasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ada 3 
macam diantaranya yaitu pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Bupati, pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang – undangan 
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lain yang terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan 
tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK. Dimana 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri tetap 
harus bisa menjalankan dan melaksanakan fungsinya baik itu pengawasan, 
legislasi dan keuangan harus tetap berdasar pada regulasi atau hukum yang 
berlaku yaitu Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 
Daerah. Adapun susunan Anggota Komisi I yang khusus bekerja di bidang 
Pemerintahan yaitu : 
1. Ketua  :  Sugeng Ahmady 
2. Wakil Ketua :  MH. Zainudin, S.Sos, M.Hum 
3. Sekretaris  : Sriyanto 
4. Anggota  :  
a. Suratno, S.Pd 
b. M. Nusantoro 
c. H. Sutrisno, SE, MM 
d. H. Tarso, SH 
e. Nyamik Saptati, S.Pd 
f. Yukanan Supriyanto 
g. Haryoto, S.Pd 
Menurut Bapak Sutrisno selaku Anggota Komisi I DPRD Kabupaten 
Wonogiri fungsi pengawasan dapat diartikan sebagai berikut :
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a. Fungsi yang melekat pada anggota DPRD Kabupaten Wonogiri dalam 
upaya menjaga penyelenggaraan pemerintahan oleh Bupati Wonogiri. 
b. Fungsi yang melekat pada anggota DPRD Kabupaten Wonogiri untuk 
mengontrol kebijakan - kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah 
daerah Kabupaten Wonogiri kepada masyarakat Wonogiri. 
c. Fungsi yang melekat pada anggota DPRD Kabupaten Wonogiri untuk 
mengevaluasi peraturan yang dikeluarkan Bupati (perbup) dengan  
analisis partisipasi publik. 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri juga 
memberikan pengertian tentang fungsi pengawasan yaitu fungsi pengawasan 
merupakan suatu alat kontrol untuk memantau kinerja suatu lembaga atau 
seseorang terkait dalam hal ini pengawasan dari legislatif (DPRD 
Kabupaten Wonogiri) ke eksekutif  (Pemerintahan Kabupaten Wonogiri). 
Lebih lanjut dari pengertian fungsi pengawasan anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri mengartikan bahwa fungsi 
pengawasan adalah fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
(DPRD) Kabupaten Wonogiri untuk melihat apakah pelaksanaan kegiatan 
pemerintahan sesuai rencana yang telah ditetapkan atau tidak terkait 
pelaksanaan Peraturan daerah dan juga APBD.  
Mengingat peran penting sebagai wakil rakyat maka Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri memegang peranan yang 
cukup penting dalam merumuskan kebijakan publik di Daerah Kabupaten 




Wonogiri sebagai pemegang kekuasaan legislatif dituntut untuk 
bertanggung jawab dalam menentukan isi kebijakan daerah di Kabupaten 
Wonogiri. Wujud tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
direalisasikan dalam bentuk pengawasan terhadan kebijakan – kebijakan 
yang telah dibuat. 
Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Wonogiri diharapkan dapat dan mampu memainkan peran pentingnya secara 
optimal sebagai institusi yang mengemban fungsi kontrol terhadap jalannya 
Pemerintahan di Kabupaten Wonogiri. Maka dari itu pengawasan yang 
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri  
sendiri mempunyai arti penting yaitu :  
1. Memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Wonogiri benar – benar kebijakan yang dikehendaki oleh 
Masyarakat Daerah Kabupaten Wonogiri, yang artinya kebijakan yang 
di tempuh oleh Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri beserta jajaran 
birokrasi pemerintahannya sesuai dengan aspirasi masyarakat Kabupaten 
Wonogiri dan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga kebijakan ini 
dapat memberikan konstribusi yang cukup besar terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wonogiri. 
2. Supaya dapat terwujud pemerintahan yang dapat memberikan berbagai 
kemudahan, kepastian, dan bersih dalam menyediakan pelayanan dan 
perlindungan dari berbagai tindakan sewenang – wenang baik atas diri, 




3. Menciptakan mekanisme check and balance yang efekif dalam 
pelaksanaan Pemerintahan Daerah sehingga tidak ada pelaksanaan 
kewenangan – kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten 
Wonogiri yang menyimpang. 
Dapat dilihat bahwa peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Wonogiri sebagai pengawas pelaksanaan Kebijakan Daerah 
memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan di 
Daerah Kabupaten Wonogiri. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang 
dalam hal ini adalah Lembaga eksekutif secara kooperatif sangat menghargai 
dan menghormati serta mendukung pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai pemegang kekuasaan legislatif. 
Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Wonogiri adalah pengawasan yang dilaksanakan secara langsung 
yang bersifat dinamis maksudnya yaitu suatu upaya dari lembaga legislatif 
Kabupaten Wonogiri untuk menyelaraskan apa yang menjadi tanggung jawab 
dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif Kabupaten 
Wonogiri sebagai pihak yang diawasi dengan cara berhadapan langsung 
secara konstitusional dan apabila dari hasil pengawasan diperoleh indikasi 
yang sifatnya negatif atau merugikan rakyat dan negara maka Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri bewenang untuk 






 Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri ini bersifat dinamis yang 
artinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri dalam 
melakukan pengawasannya tidak bisa berjalan sendiri tanpa partisipsi dan  
bantuan dari masyarakat, LSM serta organisasi masyarakat yang lain, 
walaupun pengawasan ini secara legal formal sudah menjadi tanggung jawab 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri. Adapun pelaksanaan 
pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri 
dilakukan dengan cara : 
1. Mengadakan peninjauan langsung (zidak) dan kunjungan kerja ke 
daerah – daerah oleh Komisi yang bersangkutan atas persetujuan 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri. 
2. Mengadakan rapat kerja dengan Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri 
dan mengadakan rapat dengar pendapat (hearing) dengan perangkat – 
perangkat Pemerintah Daerah. 
3. Penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kabupaten 
Wonogiri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Wonogiri setiap akhir tahun anggaran. 
Dalam pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Wonogiri objek yang diawasi haruslah tepat DPRD Kabupaten 
Wonogiri menjabarkan mengenai objek apa saja yang harus diawasi antara 
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lain yaitu pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan yang dikeluarkan 
Bupati (perbup, kebijakan - kebijakan  publik, kinerja pemerintah 
Kabupaten Wonogiri yang  harus  sesuai  dengan  Visi Misi Kabupaten 
Wonogiri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 -
2021 dengan Visi Kabupaten Wonogiri yaitu Membangun Wonogiri Sukses, 
Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing dan Demokratis. Dengan 
misinya dijabarkan sebagai berikut : 
a. Mengelola pemerintahan dengan membangun tata kelola pemerintahan 
yang bersih, efektif dan demokratis terpercaya yang meliputi unsur 
manajemen keuangan, manajemen pelayanan dan manajemen hukum dan 
pengawasan dengan semboyan SUKSES sebagai pola managerial yang 
memiliki makna sebagaimana penjelasan singkat dalam Visi;  
b. Meningkatkan kualitas hidup manusia Wonogiri melalui peningkatan 
kualitas pendidikan dan pelatihan dengan Program Wonogiri Pintar, 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Wonogiri Kerja 
Wonogiri Sejahtera, peningkatan kualitas kesehatan dengan program 
Wonogiri Sehat serta Wonogiri beriman sesuai dengan agama dan 
keyakinan masing - masing mengedepankan sikap toleransi antar umat; 
c. Membangun dan memberdayakan Wonogiri dari pinggiran dengan 
memperkuat prioritas pembangunan di desa; 
d. Meningkatkan produktifitas rakyat Wonogiri dan daya saing di segala 
bidang sehingga Wonogiri dapat maju dan bangkit bersama daerah - 




e. Mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya serta tradisi di 
masyarakat Wonogiri;  
f. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan di segala bidang;  
g. Mengembangkan seluruh potensi - potensi didalam jiwa dan raganya 
Wonogiri untuk kemaslahatan rakyat Wonogiri. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri dalam 
menerapkan bentuk pengawasan lebih ke arah preventif  yaitu melakukan 
pencegahan tetapi terkadang tidak menutup kemungkinan pengawasannya 
juga bisa represif (mengoreksi) hal ini dinyatakan oleh karena Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri selalu berupaya 
mensinergikan antara kebijakan yang diiambil Bupati Wonogiri dengan 
aspirasi masyarakat. Banyak bidang - bidang yang telah dibagi Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri dalam komisi - komisi. 
Pengawasan per-komisi diharapkan agar lebih memaksimalkan, pengawasan 
per-komisi ini juga terkait pada pengawasan ke Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD). SKPD merupakan unit kerja Pemerintah Daerah yang 
mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah. Dalam 
mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Wonogiri mempunyai hak - hak yang dapat digunakan dalam melakukan 
fungsi pengawasan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Wonogiri dapat menggunakan hak untuk meminta keterangan (interpelasi) 
dan mengadakan penyelidikan (angket). Dalam menggunakan haknya untuk 




terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan 
Pemberhentian Kepala Desa pada tahun 2016 di Kabupaten Wonogiri. 
Sebagai implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 
2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan 
Pemberhentian Kepala Desa pada tahun 2016 di Kabupaten Wonogiri 
dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 15 desa. 
Pilkades serentak akan dilaksanakan di desa Bakalan, Kecamatan 
Purwantoro; Tanjung dan Geneng, Kecamatan Bulukerto; Miri, Kecamatan 
Kismantoro; Jatisrono, Kecamatan Jatisrono; dan Tambakmerang, 
Kecamatan Girimarto. Desa lainnya yakni Gambiranom, Kecamatan 
Baturetno; Glinggang, Kecamatan Pracimantoro; Keloran, Kecamatan 
Selogiri; Wonoharjo dan Ngadiroyo, Kecamatan Nguntoronadi; 
Tawangrejo, Kecamatan Jatipurno; dan Baleharjo, Tempurharjo Kecamatan 
Eromoko, Karangtegah Kecamatan Karangtengah. 
Seperti yang disampaikan oleh Bapak Topo selaku setwan 
pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 
Tahun 2016 secara khusus dilakukan oleh Komisi I sesuai dengan 
bidangnya yaitu Urusan Pemerintahan.
121
 Peraturan Daerah (Perda) Nomor 
17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, 
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 2 ayat (1) menyatakan 
bahwa Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah 
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daerah Kabupaten Wonogiri. Pada pasal 4 disebutkan bahwa pemilihan 
Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: 
a. persiapan; 
b. pencalonan; 
c. pemungutan suara; dan 
d. penetapan. 
Mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Wonogiri terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) 
Nomor 17 Tahun 2016 yang prosedural diawali dengan informasi atau 
ketika terdengar aduan dari masyarakat (aduan yang dapat dipertanggung 
jawabkan tidak fiktif) yang dilaporkan ke komisi. Dapat juga ketika 
peninjauan langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Wonogiri di  masyarakat ada temuan yang menyimpang maka hal itu akan 
dibahas  bersama sesuai komisi dan komisi melaporkannya pada Pimpinan 
DPRD dan diteruskan dengan mengadakan rapat internal (rapat kerja komisi 
dengan  pemerintah)  kemudian  jika  aduan  itu  dianggap  masih  berat 
permasalahannya untuk diselesaikan maka dibentuklah pansus, pansus ini 
yang membentuk dari Badan Musyawarah DPRD dan dapat terbentuk bila 
ada usulan minimal lima orang anggota dari dua  fraksi ketika selesai  maka 
dikembalikan ke pimpinan lagi untuk dilaporkan ke Bupati. 
Menurut Bapak MH. Zainudin, S.Sos, M.Hum selaku Wakil Ketua 
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri sangat 




pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, karena kemungkinan konflik politik 
ditingkat Desa sangatlah tinggi, sehingga menurut Bapak Zainudin sangat 
mengharapkan pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa masyarakat 
dapat menjaga kondusivitas dan tetap memepertahankan nilai – nilai adat 
yang telah ada sebelumnya.
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Mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Wonogiri terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) 
Nomor 17 Tahun 2016 tidak harus menunggu laporan dari masyarakat, 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bisa secara pro aktif melakukan 
pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 
Tahun 2016 dengan melakukan kunjungan langsung dan bertanya kepada 
pemerintah Kabupaten Wonogiri. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Wonogiri mempunyai hak bertanya kepada pemerintah 
Kabupaten Wonogiri. Bentuk  pengawasan yang dilakukan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah adalah pengawasan politik yaitu  pengawasan 
yang dilakukan oleh lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) 
terhadap  lembaga  eksekutif  (Kepala  Daerah,  Wakil  Kepala  Daerah  
besarta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan 
pengawasan teknis maupun administratif sebab Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah adalah lembaga politik. 
                                                 
122
 Kunjungan langsung Bapak MH. Zainudin, S.Sos, M.Hum selaku Wakil Ketua Komisi I DPRD 





Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap implementasi 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 dimulai sejak tahap awal 
yaitu persiapan. Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf a terdiri atas kegiatan : 
a. Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan 
yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan; 
b. Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka 
waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; 
c. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan 
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah 
pemberitahuan akhir masa jabatan; 
d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati 
melalui Camat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari 
setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan 
e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga 
puluh) hari sejak diajukan oleh panitia. 
Kegiatan yang paling krusial dalam tahap persiapan ini adalah 
pembentukan panitia pemilihan. Karena posisi panitia pemilihan merupakan 
kunci dari keberhasilan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten 
Wonogiri. Sehingga DPRD secara intensif melakukan pengawasan pada 




dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 2 November 2016 selama 2 hari 
kerja dengan penanggung jawab Ketua BPD.
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Selain pengawasan panitia pemilihan, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah juga melakukan pengawasan kegiatan penetapan pemilih. Hal ini 
penting untuk menjamin hak demokrasi masyarakat Kabupaten Wonogiri. 
Sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus 
terdaftar sebagai pemilih. Ayat (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus memenuhi syarat : 
a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah 
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan 
sebagai pemilih; 
b. Nyata - nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; 
c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan 
d. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum 
disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu 
Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk. 
e. Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di 
Desa. 
Pengawasan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu pencalonan. 
Pada tahap pencalonan ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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Kabupaten Wonogiri secara aktif melakukan pengawasan terhadap proses 
pencalonan Kepala Desa mulai dari pendaftaran calon Kepala Desa, 
penyeleksian calon Kepala Desa serta penetapan calon Kepala Desa. 
Pengawasan tahap pencalonan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) 
Nomor 17 Tahun 2016 yang telah mengatur persyaratan calon Kepala Desa. 
Dalam tahap pencalonan ini terdapat kegiatan yang juga rawan terjadi 
pelanggaran yaitu kegiatan kampanye Kepala Desa. Anggota DPRD secara 
aktif melakukan kunjungan dan pengamatan terhadap kampanye calon 
Kepala. Pendaftaran bakal calon Kepala desa sampai ditetapkan menjadi 
calon kepala desa dijadwalkan tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan 




Pengawasan tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan 
oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri 
dengan memantau pelaksanaan pemungutan suara pemilihan kepala desa. 
Pelaksanaan pemungutan suara merupakan tugas dari panitia pemilihan. 
Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), 
dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, 
foto dan nama calon Kepala Desa. Pemberian suara untuk pemilihan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah 
satu calon dalam surat suara. Pemungutan suara dan penghitungan suara 
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dilaksanakan tanggal 1 Maret 2017 dengan penanggung jawab seksi 
penghitungan suara dan seksi umum dan perlengkapan.
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Tahapan terakhir dari implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 
17 Tahun 2016 adalah tahap penetapan Kepala Desa. Panitia pemilihan 
harus menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD 
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara. BPD berdasarkan 
laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak 
kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa. 
Laporan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia. Paling lambat 30 
(tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD Bupati menetapkan 
pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.  
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digelar serentak seKabupaten 
Wonogiri pada tanggal 1 Maret 2017 Pilkades yang digelar di 13 Desa se 
Wonogiri dimulai sejak pagi sekitar jam 08.00 wib sampai selesai. Proses 
pemilihan langsung tersebut dirampungkan dalam waktu sehari berupa 
pemungutan suara dari jam 08.00 wib sampai dengan jam 14.00 wib. Usai 
pemungutan suara akan langsung digelar penghitungan suara pada jam 
14.00 sampai selesai sehingga akan langsung diketahui bersama siapa yang 
unggul dalam gelaran pilkades tersebut. Ada yang berbeda dari gelaran 
pilkades tahun ini di Kabupaten Wonogiri jika sebelumnya dalam pilkades 







pemilih hanya bisa mencoblos tanda gambar calon bisa berupa gambar padi, 
jagung, ketela dan lainnya, namun kali ini pemilih akan lebih mudah 
mengenali calon yang diidolakan. Pasalnya surat suara yang dipakai saat ini 
berupa gambar atau foto calon sehingga para pemilih langsung mengenal 
siapa yang akan dicoblosnya. Masyarakat setempat sangat antusias 
mengikuti pilkades terbukti mereka dari sejak dibukanya pendaftaran sudah 
berjubel memadati halaman Balai desa yang akan digunakan untuk 
pencoblosan hingga diluar pintu gerbang. Mereka dengan tertib berbaris dan 
antri untuk menyalurkan hak pilihnya hari ini mencoblos foto calon yang 
dipercaya untuk memimpin desanya hingga enam tahun kedepan cukup 
sebentar saja didalam bilik menentukan pilihan yang akan dicoblos namun 




Bupati Wonogiri Joko Sutopo melantik Kepala Desa Terpilih 
seKabupaten Wonogiri. Pelantikan tersebut digelar di Pendopo Rumah 
Dinas Bupati Wonogiri. Sejak pukul 06.00 wib yang dihadiri Kepala Desa 
Terpilih yang didampingi oleh istri yang telah hadir di lokasi pelantikan. 
Selain istri turut mendampingi dan menyaksikan pelantikan Kades terpilih 
tersebut adalah Ketua Panitia Pilkades, Ketua BPD, Kepala Desa atau Pj. 
Kepala Desa, Camat dan tim pengendali pilkades kecamatan. Untuk 
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa tersebut 
telah digelar serentak seKabupaten Wonogiri pada tanggal 29 Nopember 
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2016 yang lalu. Sementara itu pelantikan Kepala Desa terpilih sebenarnya 
dijadwalkan pada bulan Februari 2017 dengan ketentuan jika tidak ada 
perpanjangan waktu. Namun ternyata, pelantikan tersebut dapat digelar pada 
hari Jumta tanggal 31 Desember 2016 di Pendopo Kabupaten Wonogiri.
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Pengawasan terhadap proses pemilihan Kepala Desa Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri juga melakukan 
pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah. Karena biaya pemilihan 
Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan 
lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan. Dana bantuan dari 
Angaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan 
pemungutan suara.  
Pengawasan yang dapat dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Wonogiri implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 
Tahun 2016 dalam rangka mewujudkan good governance antara lain dengan 
pengawasan preventif dan pengawasan refresif. Pengawasan preventif 
dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan suatu kegiatan atau 
kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan ini bertujuan pada aspek 
pencegahan dan perbaikan. Pengawasan preventif dilaksanakan dengan 
mengadakan pengawasan terhadap persiapan - persiapan kerja, rencana 
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anggaran, rencana penggunaan tenaga, dan sumber - sumber lain. 
Pengawasan Refresif dilakukan terhadap  proses - proses aktivitas 
pemerintah daerah yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan 
mengembalikan pada  keadaan  semula baik  disertai atau  tanpa  sanksi. 
Bentuk pengawasan yang dilakukan melalui post-audit dengan melakukan 
pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan 
pelaksanaan, dan sebagainya. Anggota DPRD diharapkan melakukan 
pengawasan sejak tahap perencanaan yang dibuat oleh eksekutif.  
Berdasarkan pengawasan tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Wonogiri dapat  melakukan tindakan  antara  lain. Tindakan 
perbaikan secara adminsitrasi misalnya pembuatan  raperda  baru, 
penghentian program maupun  berupa tindakan hukum.  Khusus untuk 
tindak lanjut secara hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Wonogiri harus menyerahkan otoritas secara penuh pada otoritas yang 
berwenang yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. 
Mekanisme pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Wonogiri terhadap implementasi Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 17 Tahun 2016 dilakukan secara proaktif oleh anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri maupun secara 
prosedural melalui laporan aduan dari masyarakat. Pengawasan dilakukan 
secara menyeluruh mencakup semua tahapan pemilihan Kepala Desa yaitu 
mulai tahap persiapan, tahap pencalonana, tahap pemungutan dan 




Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri juga melakukan 
pengawasan terhadap biaya pemilihan kepala desa karena biaya pemilihan 
Kepala Desa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Wonogiri. 
4. Konsep pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan 
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di 
Kabupaten Wonogiri 
Pasal 18 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 menjadi dasar konstitusional bagi pemerintah daerah untuk 
melaksanakan urusan pemerintahannya. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia mengamanatkan pula bahwa untuk 
melaksanakan urusan pemerintahan di daerahnya, pemerintah daerah 
diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan - 
peraturan lainnya dalam rangka menjalankan pemerintahan otonom.  
Kewenangan pembentukan peraturan daerah dipertegas dalam Undang 
- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 
menyebutkan bahwa peraturan daerah merupakan peraturan perundang - 
undangan yang terletak pada heirarki paling bawah dalam sistem perundang 
- undangan nasional dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Upaya untuk melaksanakan 
urusan pemerintah daerah melalui pembentukan peraturan daerah juga 




Undang - Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan 
Daerah posisi  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditempatkan  pada  posisi  
yang  sangat  strategis  dan menentukan  dalam  pelaksananaan  otonomi  
daerah  dalam  penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah merupakan  lembaga  perwakilan  rakyat daerah dan 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan 
peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi  
berbagai  kendala  terhadap  pelaksanaan  peraturan  daerah. 
Secara khusus Pengawasan Legislatif (DPRD) pada hakekatnya 
adalah lembaga pengawas  yang  bertugas  mengawasi  tindakan  pemerintah  
daerah Kabupaten/Kota. Pengawasan legislatif ini tidak terbatas pada  
tatacara pemerintahan saja tetapi  juga  terhadap tatacara penyelenggaraan  
keuangan  daerah.  Pengawasan  legislatif  merupakan  pengawasan  politik  
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai mitra kerja 
eksekutif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu memberikan bantuan agar 
pelaksanaan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) oleh  pemerintah daerah dapat  tercapai secara efisien dan efektif 
dari berbagai sudut pandang termasuk politik. 
Konsep pengawasan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) 
terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016  




pengawasan tersebut pengawasan oleh masyarakat (sosial kontrol) 
diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan 
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas dari 
korupsi, kolusi serta nepotisme. 
Pengawasan  DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) terhadap 
implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 adalah  
pengawasan yang dilakukan oleh Komisi I sebagai fungsi kontrol Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri kepada Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Wonogiri bukanlah kontrol dalam arti negatif akan tetapi 
merupakan kontrol yang benar - benar konstruktif  positif yang dilandasi 
oleh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 
lembaga legislatif. 
Konsep pengawasan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) 
terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 
yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terutama  Komisi  
I dilakukan dengan  2  cara  yaitu : Pengawasan Langsung dan Pengawasan 
Tidak Langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara mendatangi 
dan melakukan pemeriksaan di  tempat (on  the  spot) terhadap obyek yang  
diawasi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi I langsung 
turun ke lapangan guna memantau langsung dan melihat secra langsung 
terkait jalannya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten 
Wonogiri. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang 




diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh. Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah melakukan pengawasan tidak langsung terkait 
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri dengan 
bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dinas terkait dan 
panitia pemilihan untuk mendapatkan laporan data admintratif terkait  
jalannya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri. 
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri 
terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 
bersifat fact finding dalam arti bahwa pengawasan berdasarkan fakta – fakta 
tentang bagaimana tugas – tugas harus dijalankan. Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tidak boleh mencari - cari kesalahan pemerintah daerah 
dalam pelaksanaan Perda tentang pemilihan kepala desa. Pengawasan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri terhadap 
implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 bersifat 
preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk 
mencegah timbulnya penyimpangan – penyimpangan dan penyelewengan 
yang telah ditentukan. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Wonogiri terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) 
Nomor 17 Tahun 2016 bersifat membimbing agar pada pelaksanaan 
meningkatkan kemampuan untuk  melakukan  tugas  yang  ditentukan 
baginya. 
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri 




mempunyai sifat menyeluruh dan luas maka dalam pelaksanaannya 
diperlukan prinsip - prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan, 
dengan prinsip - prinsip pengawasan objektif dan menghasilkan data artinya  
pengawasan  harus bersifat objektif dan harus  dapat  menemukan  fakta - 
fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang 
mempengaruhinya serta prinsip pengawasan efisiensi artinya  pengawasan 
haruslah dilakukan secara efisien bukan justru menghambat efisiensi 
pelaksanaan kerja. Dikarenakan memang titik tolak keberhasilan fungsi 
pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri 
terletak pada Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Wonogiri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri terhadap 




B. Pembahasan Hasil Penelitian 
1. Pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan 
dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di 
Kabupaten Wonogiri 
Mekanisme pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Wonogiri terhadap implementasi Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 17 Tahun 2016 dilakukan secara proaktif oleh anggota 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri maupun secara 
prosedural melalui laporan aduan dari masyarakat. Pengawasan dilakukan 
secara menyeluruh mencakup semua tahapan pemilihan Kepala Desa yaitu 
mulai tahap persiapan, tahap pencalonan, tahap pemungutan dan 
penghitungan suara, dan terakhir tahap penetapan Kepala Desa. Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah juga melakukan pengawasan terhadap biaya 
pemilihan kepala desa karena biaya pemilihan Kepala Desa menggunakan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri. 
Pada pelaksanaannya yang terjadi untuk tahap persiapan yang sering 
dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah 
melakukan pertemuan – pertemuan yang sifatnya terbuka untuk memberikan 
informasi ataupun pengetahuan secara umum tentang pelaksanaan pemilihan 
Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Wonogiri 
agar masyarakat bisa lebih paham mengenai proses pelaksanaan pemilihan 
jadi masyarakat akan paham dan dapat melaksanakan sesuai dengan aturan 
yang berlaku. 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri 
yang mempunyai fungsi pengawasan melaksanakan fungsinya pada 
pelaksanan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri dengan salah 
satunya dengan cara mensosialisasikan dan memberikan pengarahan 
mengenai hal – hal yang harus dihindari selama proses pelaksanaan 
pemilihan Kepala Desa kepada konstuennya agar masyarakat juga paham 




tidak terjadi perbuatan yang bersifat politis yang mengakibatkan 
pelanggaran – pelanggaran yang dapat merugikan calon kepala desa pada 
saat pelaksanaan pemilihan, hal tersebut harus diperhatikan karena agar 
dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan dengan lancar dan 
sukses sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016. 
Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan 
akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan dari hasil 
pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki 
pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan 
administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa 
mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindak pidana maupun konflik 
terhadap masyarakat bagi pejabat publik yang menangani urusan publik 
tersebut dengan adanya pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan 
dapat memberikan perlindungan yang cukup efektif terhadap eksekutif 
dalam menjalankan tata laksana birokrasi pemerintahan secara optimal. 
Terkait  hal  di  atas  bila  dikaitkan  dengan  teori  kewenangan yang 
menyebutkan bahwa wewenang adalah kemampuan bertindak yang 
diberikan oleh undang - undang yang berlaku untuk melakukan hubungan  
dan perbuatan hukum. Hal di atas dapat kita lihat bahwa adanya  
kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri 
terkait dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati bahwa Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah disini berhak untuk bertindak apabila  dalam  




berlaku maupun tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten 
Wonogiri. 
Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Wonogiri terhadap pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting 
untuk dioptimalkan. Hal ini didasari bahwa fungsi pengawasan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah memiliki peran yang 
sangat penting dalam mewujudkan Good Governance di Kabupaten 
Wonogiri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri adalah 
lembaga perwakilan rakyat yang berada di Kabupaten Wonogiri untuk 
menyampaikan aspirasi rakyat. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah 
tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme checks and 
balances dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik (good governace) 
di daerah. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legisatif berperan 
dalam menentukan kemajuan di daerah Wonogiri. Dikarenakan apabila 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lemah melakukan pengawasannya 
terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah maka penyimpangan – 
penyimpangan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dapat merugikan 
masyarakat Kabupaten Wonogiri yang bisa mengguncang kestabilan dan 
kedinamisan Kabupaten Wonogiri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
mengemban tugas sebagai pemegang amanah dari rakyat yang harus bisa 




tidak bisa untuk main – main atau hanya untuk mengejar prestis atau 
ketenaran sebagai publik figur. Tetapi dalam kedudukannya sebagai wakil 
rakyat, anggota dewan harus bisa terhindar dari Kolusi, Korupsi dan 
Nepotisme yang sudah menjadi budaya dilingkungan kita. 
Salah satu tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Wonogiri adalah memberikan pengawasan yang mana dalam pelaksanaan 
Peraturan Daerah yang dibuat oleh Kepala Daerah yang bisa memberikan 
dampak positif. Dikarenakan dapat menjalin hubungan dengan keterbukaan 
dan kedekatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dan 
masyarakat Kabupaten Wonogiri yang dalam hal ini dapat membantu 
pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri yang diantaranya didukung 
beberapa faktor yaitu : 
1. Tugas yang dijalankan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Wonogiri lebih mementingkan kepentingan rakyat 
Kabupaten Wonogiri sehingga dapa terjalin kerjasama yang baik. 
2. Hubungan koordinasi yang baik antara Lembaga Eksekutif dan Lembaga 
Legislatif Kabupaten Wonogiri sehingga permasalahan – permasalahan 
yang dihadapi dalam melaksanakan tugas masing – masing dapat 
terselesaikan dan menghindari terjadinya miss communication terhadap 
pengambilan kebijakan – kebijakan yang diambil oleh Pemerintah 




Dengan adanya beberapa faktor pendukung diatas koordinasi dapat 
dijadikan sebagai sarana untuk penyamaan persepsi terhadap perbedaan – 
perbedaan pandangan, sikap, pemikiran dan pendapat antara kedua lembaga 
tersebut. Maka dari itu, diharapkan pelaksanaan pengawasan kebijakan 
daerah yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Wonogiri dapat terlaksana dengan efektif. 
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri 
terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 
melingkupi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan 
perundang - undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan 
pemerintah daerah.daerah dalam melaksanakan program pembangunan 
daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga bertanggungjawab 
melakukan pengawasan terhadap layanan publik. 
Susunan pemerintahan daerah otonom meliputi Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dan Pemerintah  Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dipisahkan dari pemerintah daerah dengan maksud untuk lebih 
memberdayakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan meningkatkan 
pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat. Hak - hak Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah cukup luas dan diarahkan  untuk menyerap serta 
menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan daerah dan melakukan 
fungsi  pengawasan. 
Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bidang pengawasan 




Perwakilan Rakyat Daerah sebelumnya yaitu fungsi legislasi dan fungsi 
anggaran karena obyek - obyek yang diawasi Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah kebanyakan merupakan kebijakan - kebijakan maupun program -
program hasil dari fungsi legislasi maupun anggaran oleh karena  itu  fungsi 
pengawasan  merupakan  sebuah kesatuan  yang  tak  dapat  dipisahkan 
dengan fungsi - fungsi lainnya. 
Pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Wonogiri implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 
Tahun 2016 dalam rangka mewujudkan good governance antara lain : 
1. Pengawasan preventif dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan 
suatu kegiatan atau kebijakan pemerintah daerah. Pengawasan ini 
bertujuan pada aspek pencegahan dan perbaikan. Pengawasan preventif 
dilaksanakan dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan -
persiapan kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga, dan 
sumber - sumber lain. 
2. Pengawasan Refresif dilakukan terhadap proses - proses aktivitas 
pemerintah daerah yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan 
mengembalikan pada  keadaan  semula baik  disertai atau  tanpa  sanksi. 
Bentuk pengawasan yang dilakukan melalui post-audit dengan 
melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), 
meminta laporan pelaksanaan, dan sebagainya. Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan melakukan pengawasan sejak 




Berdasarkan pengawasan tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dapat melakukan tindakan  antara  lain tindakan perbaikan secara 
adminsitrasi misalnya pembuatan raperda baru, penghentian program 
maupun berupa tindakan hukum.  Khusus untuk tindak lanjut secara hukum, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus menyerahkan otoritas secara penuh 
pada otoritas yang berwenang yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. 
Pengawasan  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap  
penyelenggaraan pemerintahan sangat penting guna menjaga adanya 
keserasian penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan yang 
efisien dan berhasil  guna  serta  dapat menghindari dan mengatasi segala 
bentuk penyelewengan yang dapat merugikan atau membahayakan hak dan 
kepentingan negara, daerah dan masyarakat. Fungsi pengawasan oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah salah satu bentuk pengawasan 
yang sangat penting diperlukan pelaksanaannya dalam pengelolaan 
pembangunan sebagai refleksi partisipasi masyarakat dan hakekat  
kedaulatan  rakyat yang  dilaksanakan  lewat  para wakilnya dalam lembaga 
perwakilan sebagai hakekat demokrasi Pancasila. 
2. Konsep pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan 
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di 
Kabupaten Wonogiri 
Menurut  Undang - undamg  Nomor  32  Tahun  2004  dengan 




balances maka otonomi daerah menggunakan seluas - luasnya kewenangan  
membuat kebijakan daerah  untuk  memberi  pelayanan, peningkatan  peran  
serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada  
peningkatan kesejahteraan rakyat. 
Pada hakekatnya pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 
Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Wonogiri bukanlah untuk mencari kelemahan atau keburukan – keburukan 
Pemerintah Daerah melainkan untuk menciptakan adanya kepatuhan 
terhadap segala ketentuan – ketentuan dan kebijakan – kebijakan yang telah 
dibuat dan disetujui bersama.  
Fungsi  pengawasan  dilakukan  terhadap  perencanaan  dan  kegiatan 
pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen 
bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang 
terjadi  setelah  perencanaan  dibuat  dan  dilaksanakan.  Keberhasilan  perlu 
dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan 
manajemen/administrasi  berikutnya  dilingkungan suatu  organisasi/  unit 
kerja  tertentu.  Sebaliknya  setiap  kegagalan  harus  diperbaiki  dengan 
menghindari  penyebabnya  baik  dalam  menyusun  perencanaan  maupun 
pelaksanaannya. Untuk itulah, fungsi pengawasan dilaksanakan agar 
diperoleh umpan balik (feed  back) untuk melaksanakan  perbaikan bila  





Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Wonogiri bersama Kepala Daerah Kabupaten Wonogiri 
berlaku setelah tanggal ditetapkannya dan dalam Pasal 255 Undang – 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan 
bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan 
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan ketertiban 
umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 26 Tahun 
2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten Wonogiri, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Wonogiri sebagai lembaga perangkat daerah yang memiliki fungsi 
penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta 
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan bupati dan sebagai fungsi 
penyelenggara perlindungan bagi masyarakat.
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Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri 
terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 
merupakan  salah  satu  fungsi organik adminitrasi dan manajemen. 
Dikatakan bahwa pengawasan termasuk fungsi organik adminitrasi  dan  
manajemen  karena  apabila  fungsi  ini  tidak dilaksanakan cepat atau 
lambat akan mengakibatkan  matinya  suatu organisasi.  
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri 
terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 
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bersifat fact finding dalam arti bahwa pengawasan berdasarkan fakta – fakta 
tentang bagaimana tugas – tugas harus dijalankan. Pengawasan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri terhadap implementasi 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 bersifat preventif yang 
berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah timbulnya 
penyimpangan – penyimpangan dan penyelewengan yang telah ditentukan. 
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri 
terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 
bersifat membimbing agar pada pelaksanaan meningkatkan kemampuan 
untuk  melakukan  tugas  yang  ditentukan baginya. 
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri 
terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 
mempunyai sifat menyeluruh dan luas maka  dalam pelaksanaannya 
diperlukan prinsip - prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan, 
adapun prinsip - prinsip  pengawasan  itu  antara lain : 
c. Prinsip Pengawasan Objektif dan menghasilkan data artinya  pengawasan  
harus bersifat  objektif  dan  harus  dapat  menemukan  fakta – fakta 
tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang 
mempengaruhinya. 
d. Prinsip  Pengawasan Efisiensi artinya  pengawasan  haruslah  dilakukan 
secara efisien bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja. 
Konsep pengawasan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) 




yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terutama  Komisi  
I dilakukan dengan  2  cara  yaitu : Pengawasan Langsung dan Pengawasan 
Tidak Langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara mendatangi 
dan melakukan pemeriksaan di  tempat (on  the  spot) terhadap obyek yang 
diawasi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Komisi I langsung 
turun ke lapangan guna memantau langsung dan melihat secara langsung 
terkait jalannya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten 
Wonogiri. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang 
dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang 
diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh. Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah melakukan pengawasan tidak langsung terkait 
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri dengan 
bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dinas terkait dan 
panitia pemilihan untuk mendapatkan laporan data admintratif terkait  
jalannya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri. 
Peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Wonogiri sebagai pengawas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Wonogiri pada umumnya berjalan dengan baik dan tidak ditemui kendala 
ataupun permasalahan yang cukup berat. Hal ini dikarenakan adanya 
hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri, dimana hubungan ini yaitu hubungan 
sebagai rekan kerja atau partner kerja yang memang harus saling membantu 




dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten wonogiri adalah 2 unsur 
pemerintahan yang memiliki hubungan kemitraan yang memang menuntut 
adanya kesejajaran dalam kualitas kerja. Maka dari itu, memang Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri dituntut untuk dapat 
melaksanakan fungsi pengawasannya secara maximal, tapi pada 
kenyataanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Wonogiri masih mempunyai rasa tidak enak atau pekewuh (dalam Bahasa 
Jawa) untuk mengawasi lebih ke dalam urusan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Wonogiri. 
Pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri 
tersebut dilakukan agar kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten Wonogiri benar – benar terarah dan berjalan sesuai 
dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku khususnya Peraturan 
Daerah mengenai Pemilihan Kepala Daerah. Memang pengawasan yang 
dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri tidak 
perlu dilakukan secara teknik, maksudnya pelaksanaan pengawasan 
dilakukan secara mendalam dan dipertajam baik secara internal dan 
eksternal karena mengingat hubungan Kepala Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri hanya sebatas mitra kerja 
atau partner kerja. 
Adakalanya memang pengawasan yang dilakukan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri dilaksanakan secara 




Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri tidak dilaksanakan sendiri karena 
berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat sendiripun juga 
ikut berperan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 










Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat 
disimpulkan bahwa : 
I. Pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan 
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten 
Wonogiri 
a. Pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 
2016 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan 
dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri terutama  
dilaksanakan oleh Komisi  I.   
b. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mencakup semua tahapan 
pemilihan Kepala Desa, yaitu mulai tahap persiapan, tahap 
pencalonan, tahap pemungutan dan penghitungan suara, dan terakhir 
tahap penetapan Kepala Desa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
juga melakukan pengawasan terhadap biaya pemilihan kepala desa, 
karena biaya pemilihan Kepala Desa menggunakan Anggaran 




c. Pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Wonogiri implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 
17 Tahun 2016 dalam rangka mewujudkan good governance 
dilaksanakan dengan : 1) pengawasan preventif dilakukan pada tahap 
persiapan dan perencanaan suatu kegiatan atau kebijakan pemerintah 
daerah. Pengawasan ini bertujuan pada aspek pencegahan dan 
perbaikan. Pengawasan preventif dilaksanakan dengan mengadakan 
pengawasan terhadap persiapan - persiapan kerja, rencana anggaran, 
rencana penggunaan tenaga, dan sumber - sumber lain; dan 2) 
pengawasan refresif dilakukan terhadap proses - proses aktivitas 
pemerintah daerah yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan 
mengembalikan pada  keadaan  semula,  baik  disertai atau  tanpa  
sanksi. Bentuk pengawasan yang dilakukan melalui post-audit 
dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat 
(inspeksi), meminta laporan pelaksanaan, dan sebagainya. Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan melakukan 
pengawasan sejak tahap perencanaan yang dibuat oleh eksekutif. 
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri hanya 
mempunyai peranan dalam pengawasan terhadap perangkat daerah 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terhadap 
pelaksanaan Perda, Peraturan Perundang – Undangan yang terkait 
dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan 




e. Pengawasan DPRD hanya bersifat kebijakan, dimana pengawasan 
yang dilaksanakan oleh DPRD bersifat terbatas hanya pada 
pencapaian tujuan kebijakan dan tidak termasuk pada teknis 
operasional pelaksanaan kebijakan. 
II. Konsep pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Wonogiri terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 
Tahun 2016  
a. Mempunyai sifat menyeluruh dan luas dimana dalam 
pelaksanaannya diperlukan prinsip - prinsip pengawasan yang 
dapat dipatuhi dan dijalankan yaitu : 1) Prinsip Pengawasan 
Objektif dan menghasilkan data artinya  pengawasan  harus bersifat  
objektif  dan  harus  dapat  menemukan  fakta - fakta tentang 
pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang 
mempengaruhinya; dan Prinsip  Pengawasan Efisiensi artinya  
pengawasan  haruslah dilakukan secara efisien bukan justru 
menghambat efisiensi pelaksanaan kerja. 
b. Konsep pengawasan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) 
terhadap implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 
2016 yang dilaksanakan  oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
terutama  Komisi  I dilakukan dengan  2  cara  yaitu : Pengawasan 
Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung. Pengawasan langsung 
dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di  




DPRD Komisi I langsung turun ke lapangan guna memantau 
langsung dan melihat secra langsung terkait jalannya 
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri. 
Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang 
dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau 
obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak 
jauh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan 
tidak langsung terkait penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di 
Kabupaten Wonogiri dengan bekerja sama dengan Pemerintah 
Kabupaten Wonogiri, dinas terkait dan panitia pemilihan untuk 
mendapatkan laporan data admintratif terkait jalannya 
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Wonogiri.  
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas dapat 
disampaikan saran - saran yang perlu menjadi bahan masukan dalam rangka 
Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap implementasi 
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pemilihan, 
Pengesahan dan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di 
Kabupaten Wonogiri sebagai berikut : 
1. Terutama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri 
harus lebih serius dalam melaksanakan pengawasan Peraturan Daerah 




Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa baik secara 
langsung yaitu dengan turun  langsung ke lapangan untuk memantau 
bagaimana jalannya penyelenggaraan Pemilihan, Pengesahan dan 
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diselenggarakan 
sesuai aturan daerah setempat. Pengawasan secara langsung harus lebih 
dijalankan secara efektif agar Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Wonogiri selalu mendapatkan saran atau masukan baik dari 
pemerintah Kabupaten Wonogiri, dinas terkait maupun kalangan masyarakat 
setempat. Pengawasan secara tidak langsung dimana Komisi I Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri yang selalu mendapatkan 
laporan langsung dari pemerintah Kabupaten Wonogiri, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah harus lebih aktif untuk selalu meminta data adminitratif 
terkait penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa. 
2. Bagi  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri hendaknya  
senantiasa  amanah  untuk  mendengar dan memperhatikan aspirasi 
masyarakat dengan cara meminta  keterbukaan masyarakat dalam perannya 
melakukan fungsi pengawasan dan harus punya tanggung jawab yang besar 
untuk melaksanakan tugas  dengan mendahulukan kepentingan masyarakat 
luas tidak kepentingan kelompok politik. Agar fungsi pengawasan ini lebih 
mampu menekan terjadinya  penyimpangan artinya Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah mampu meluruskan kebijakan  dengan  aturan - aturan yang  




juga mampu menjalin hubungan yang lebih baik lagi dengan stakeholders 
terkait (eksekutif). 
3. Bagi pemerintah Kabupaten Wonogiri diharapkan  dapat  lebih  perduli  dan  
memperhatikan kebutuhan masyarakat agar dapat pelaksanaan pesta 
demokrasi pemilihan Kepala Desa dapat berjalan secara demokratis sesuai 
dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2016 yang telah dibuat. 
4. Dalam pembuatan Peraturan Daerah Pilkades selanjutnya untuk dapat 
dipertegas mengenai sanksi hukumnya bilamana ada pelanggaran atau 
penyimpangan pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa baik yang 
dilakukan oleh Panitia maupun oleh Calon Kepala Desa, karena menurut 
Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 yang disebutkan hanya sanksi hukum 
untuk Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri yang terdapat pada Pasal 
61 Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 karena sangat diharapkan jika ada 
sanksi tegas maka akan menimbulkan efek jera bagi Pelaksana Pemilihan 
Kepala Desa maupun bagi Calon Kepala Desa itu sendiri. 
5. Diharapkan agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri 
khususnya Komis I dan Pemerintah Daerah khususnya bagian Pemerintahan 
Desa untuk dapat bekerja secara bersama – sama mensosialisasikan hal – hal 
mengenai aturan – aturan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 
dengan cara menjadwalkan kegiatan – kegiatan untuk mengadakan 
pertemuan langsung dengan masyarakat yang akan melaksanakan pemilihan 




sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 17 
Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa. 
6. Agar pengawasan DPRD Kabupaten Wonogiri dapat lebih optimal idealnya 
DPRD Kabupaten Wonogiri harus memiliki program pengawasan yang 
terkoordinir dengan lembaga audit khususnya BPK, memiliki staf ahli 
kebijakan yang kredible, menguasai konsep Public Relation untuk dapat 
mengkomunikasikan gagasan, ide, dan hasil pengawasan kepada 
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Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengesahan Dan 
Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dlaam 
Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Wonogiri. 
 
Buku Laporan Keterangan Pertanggunggjawaban (LKPJ) Kepala Daerah 
Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017. 
 
Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Wonogiri Bulan Januari – Februari Tahun 2017 
Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004, 
Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004.  
 





Undang-Undang  No.  12  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Kedua  
AtasUndang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125). 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan 
dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
 
LAIN – LAIN 
 
Nota Dinas dari Kabag Pemerintahan Desa tanggal 5 Oktober 2016 Nomor 
141/219 Perihal Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 






































PROVINSI JAWA TENGAH 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 
NOMOR  17  TAHUN 2016 
TENTANG 
PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN, PELANTIKAN 
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 
 




Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut surat Gubernur Jawa 
Tengah Nomor 180/0005735 Tanggal 29 Maret 2016 
perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah 
Kabupaten Wonogiri maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pemilihan Kepala Desa perlu disesuaikan; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Pemilihan, Pengesahan dan 
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian 
Kepala Desa; 
 
Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah 
(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 
Agustus 1950); 
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4168); 
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang 
Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara 







Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4439); 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 




10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa 




Dengan Persetujuan Bersama 






Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, 
PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN, PELANTIKAN 






Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
4. Bupati adalah Bupati Wonogiri. 
5. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Daerah yang di pimpin 
oleh Camat. 
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 




hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokratis. 
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan 
oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu. 
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat 
di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat 
langsung, umum,  bebas, rahasia, jujur, dan adil. 
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
13. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya 
disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh 
BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. 
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang 
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah 
panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam 
mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. 
15. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah 
ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak 
dipilih menjadi Kepala Desa. 
16. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang 
memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan 
Kepala Desa. 
17. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat 
oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak 
dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun 
waktu tertentu. 
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah 
memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam 
pemilihan Kepala Desa. 
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS 
adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar 
Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah 
diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta 




20. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun 
berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan 
belum terdaftar dalam DPS. 
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah 
daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan 
sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih 
dalam pemilihan Kepala Desa. 
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon 
Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka 
mendapatkan dukungan. 
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, 
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 
24. Hari adalah hari kerja. 
25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat 
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 
26. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI 
adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 
Nasional Indonesia. 
27. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
BAB II 
KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA 
 
Pasal 2 
(1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak di seluruh 
wilayah Daerah.  
(2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan: 
a. Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali; atau 
b. Pemilihan Kepala Desa bergelombang. 
(3) Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali pada hari yang 
sama bagi seluruh Desa di wilayah Daerah.  
(4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan 
mempertimbangkan: 




Desa di wilayah Daerah; 
b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau 
c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa. 
(5) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 
jangka waktu 6 (enam) tahun dilakukan dengan interval waktu 
paling lama 2 (dua) tahun. 
(6) Waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati. 
 
BAB III 
PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN 
 
Pasal 3 
(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Tim 
Pengendali di Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Bupati. 
(2) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mempunyai tugas meliputi: 
a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan 
semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten; 
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala 
Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; 
c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; 
d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak 
suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; 
e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan 
perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan; 
f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala 
Desa tingkat Kabupaten; 
g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; 
dan 
h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan 
dengan keputusan Bupati. 
(3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d 
dan huruf e dapat didelegasikan kepada Panitia Pemilihan. 
(4) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas: 
a. membantu Panitia Pemilihan Kabupaten dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a sampai dengan huruf g; 
b. mengawasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;  
c. memberikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemilihan 




d. membantu Panitia Pemilihan dalam menyelesaikan laporan 
atau pangaduan penyimpangan dalam penyelenggaraan 
Pemilihan Kepala Desa; 
e. bersama Panitia Pemilihan melakukan langkah-langkah 
antisipatif untuk mencegah timbulnya hal-hal yang 
menggagalkan panyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;  
f. bersama Panitia Pemilihan mengambil langkah penyelesaian 
atas laporan atau pengaduan dan permasalahan yang 
timbul: dan 
g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh 
Bupati. 
(5) Tim Pengendali melaporkan hasil pelaksanaan tugas 










Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: 
e. persiapan; 
f. pencalonan; 










Persiapan Pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 huruf a, terdiri atas kegiatan: 
f. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa 
jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir 
masa jabatan; 
g. pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam 





h. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati 
disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; 
i. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada 
Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lambat 30 
(tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan 
j. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 
30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia. 
 
Pasal 6 
(1) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada 
Bupati melalui Camat. 
(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan 
tokoh masyarakat Desa. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia 
Pemilihan diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
Pasal 7 
(1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas: 
a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, 
mengawasi dan mengendalikan semua tahapan 
pelaksanaan pemilihan; 
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada 
Bupati melalui Camat; 
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih; 
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon; 
e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan; 
f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan; 
g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye; 
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan 
tempat pemungutan suara; 
i. melaksanakan pemungutan suara; 
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan 
mengumumkan hasil pemilihan; 
k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan 
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan. 
(2) Panitia Pemilihan dalam manjalankan tugas dan wewenangnya 
dilarang memihak kepada salah satu calon Kepala Desa.  
(3) Panitia Pemilihan dilarang: 
a. melakukan tindakan yang menguntungkan kepentingan 
pribadi atau kelompok tertentu; dan/atau 




(4) Anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan 
pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), maka BPD dapat memberhentikan dari keanggotaan 
Panitia Pemilihan dan mengisi kekosongan anggota tersebut 






(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai 
pemilih. 
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
syarat: 
f. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara 
pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun 
atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih; 
g. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; 
h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
dan 
i. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan 
sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang 
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat 
keterangan penduduk. 
(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata 
tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), tidak dapat menggunakan hak memilih. 
 
Pasal 9 
(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data 
penduduk di Desa. 
(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
karena: 
a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari 
dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 
17 (tujuh belas) tahun; 
b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi 
sudah/pernah menikah; 
c. telah meninggal dunia; 
d. pindah domisili ke Desa lain; atau 
e. belum terdaftar. 
(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 





(1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), 
diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah 
dijangkau masyarakat. 
(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) selama 3 (tiga) hari. 
 
Pasal 11 
(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul 
perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas 
lainnya. 
(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi 
yang meliputi: 
a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia; 
b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut; 
c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; 
atau 
d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi 
syarat sebagai pemilih. 
(4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera 
mengadakan perbaikan DPS. 
 
Pasal 12 
(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada 
Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun 
Warga. 
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai 
pemilih tambahan. 
(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari. 
 
Pasal 13 
(1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan 
pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat. 
(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 




Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang 






(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diumumkan di 
tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh 
masyarakat. 
(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak 
berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT. 
 
Pasal 16 
Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun 
salinan DPT untuk TPS. 
 
Pasal 17 
Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan 




DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat 
diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia 
pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom 









Masa pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa 







Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: 
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 




Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal 
Ika; 
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama 
atau yang sederajat; 
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat 
mendaftar; 
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 
(lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan 
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa 
yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai 
pelaku kejahatan berulang-ulang; 
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
j. berbadan sehat; 
k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa 
jabatan;  
l. tidak memiliki kewajiban administrasi yang menjadi 
tanggungjawabnya sebagai Kepala Desa dalam hal Calon 
Kepala Desa berasal dari Kepala Desa yang masih aktif; dan 
m. menanda-tangani Surat Pernyataan untuk: 
1. menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang hidup di 
masyarakat desa setempat; dan 
2. menjaga kondusifitas masyarakat menjelang, pada saat 






(1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan 
bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan 
administrasi pencalonan. 
(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada 
instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat 
keterangan dari yang berwenang. 
(3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana 





(4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan. 
 
Pasal 22 
(1) Bakal calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang 
dan paling banyak 5 (lima) orang. 
(2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 20 berjumlah paling 
sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia 
Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa 
menjadi calon Kepala Desa. 
(3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat. 
(4) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilarang mengundurkan diri dari pencalonan Kepala Desa, 
kecuali disertai alasan-alasan yang dapat diterima oleh Panitia 
Pemilihan Kepala Desa. 
 
Pasal 23 
(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kurang dari 2 (dua) 
orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran 
selama 20 (dua puluh) hari. 
(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap 
kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda 
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu 
yang ditetapkan kemudian. 
(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati 
mengangkat penjabat Kepala Desa dari PNS dilingkungan 
Pemerintah Daerah. 
Pasal 24 
(1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 lebih dari 5 (lima) 
orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan 
menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga 
pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain 
yang ditetapkan oleh Bupati. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan 
seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 






(1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan 
nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia 
pemilihan. 
(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dihadiri oleh para calon. 
(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun 
dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara 
penetapan calon Kepala Desa. 
(4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa 
dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah 
ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal 
ditetapkan. 
(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat 






(1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai 
dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. 
(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling lama waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa 
tenang. 
(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 




(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) 
memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa. 
(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa 
jabatan Kepala Desa. 
(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang 
akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. 
 
Pasal 28 
(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) 
dapat dilaksanakan melalui: 
a. pertemuan terbatas; 
b. tatap muka; 
c. dialog; 




e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di 
tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan 
f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-
undangan. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan 




(1) Pelaksana Kampanye dilarang: 
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon 
dan/atau calon yang lain; 
d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau 
masyarakat; 
e. mengganggu ketertiban umum; 
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau 
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, 
sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain; 
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye 
calon; 
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan 
tempat pendidikan; 
i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut 
calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang 
bersangkutan; dan 
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya 
kepada peserta Kampanye. 
(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang 
mengikutsertakan: 
a. Kepala Desa; 
b. Perangkat Desa; dan/atau  
c. Anggota BPD. 
 
Pasal 30 
Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenai sanksi: 
a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar 
larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan 
b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya 








(1) Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal 
pemungutan suara. 
(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. 
 
Bagian Keempat 
Pemungutan dan Penghitungan Suara 
 
Pasal 32 
(1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat 
suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa. 
(2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)dilakukan dengan mencoblos salah satu calon 
dalam surat suara. 
Pasal 33 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan bahan, jumlah, 
bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan 




(1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan. 
(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan 
lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh 
penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat 
memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. 




(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan 
fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat 
dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih. 
(2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan 






(1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau 
sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, atau 
pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap 
memberikan suara di TPS khusus. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan 
pemberian suara di TPS khusus sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 
Pasal 37 
(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan 
melakukan kegiatan: 
a. pembukaan kotak suara; 
b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; 
c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan 
d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. 
(2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga 
masyarakat. 
(3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, 
dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat 
ditandatangani oleh saksi dari calon. 
 
Pasal 38 
(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai 
tata cara pemungutan suara. 
(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip 
urutan kehadiran pemilih. 
(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih 
dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, 
kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya 
satu kali. 
(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, 
pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, 
panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali. 
 
Pasal 39 
Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila: 
a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan 
b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat 
yang memuat satu calon; atau 
c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang 





d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu 
kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; 
atau 
e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat 
yang memuat nomor, foto, dan nama calon. 
 
Pasal 40 
(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah 
pemungutan suara berakhir. 
(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung: 
a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan 
salinan daftar pemilih tetap untuk TPS; 
b. jumlah pemilih dari TPS lain; 
c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan 
d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena 
rusak atau keliru dicoblos. 
(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat 
dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan 
warga masyarakat. 
(4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang 
bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia. 
(5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang 
ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) 
orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi 
calon. 
(6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan 
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-
masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar 
dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil 
penghitungan suara di tempat umum. 
(7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang 
disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada 
bagian luar ditempel label atau segel. 
(8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, 
surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan 
dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai 
penghitungan suara. 
Pasal 41 
(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari 





(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh 
suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa 
dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih 
terbanyak. 
(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara 
terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada pemilihan 
Kepala Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih 
ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah 
pemilih terbesar. 
(4) Dalam hal  calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak 
yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai 
berikut: 
a. apabila calon terpilih bertempat tinggal pada wilayah dusun 
yang berbeda, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan 
wilayah dusun tempat tinggal calon terpilih dengan jumlah 
pemilih terbesar; 
b. apabila calon terpilih bertempat tinggal pada wilayah dusun 
yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan 
wilayah RW  tempat tinggal calon terpilih dengan jumlah 
pemilih terbesar; 
c. apabila calon terpilih bertempat tinggal pada wilayah  RW 
yang sama, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan 
wilayah RT  tempat tinggal calon terpilih dengan jumlah 
pemilih terbesar; atau 
d. apabila calon terpilih bertempat tinggal pada wilayah  RT 
yang sama , maka diadakan Pemilihan Ulang yang hanya 
diikuti Calon Kepala Desa yang  memperoleh suara 
terbanyak yang sama. 
(5) Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d 
dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung 
mulai tanggal hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa 
Tahap I. 
(6) Tata cara dan mekanisme pemilihan ulang diatur lebih lanjut 






Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, 







PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN 
 
Pasal 43 
(1) Panitia pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan 
Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 
pemungutan suara. 
(2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon 
Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada 
Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa. 
(3) Laporan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan 
panitia. 
(4) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari 
BPD Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan 
Kepala Desa dengan Keputusan Bupati. 
 
BAB VI 
KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, 
ANGGOTA TNI/POLRI SEBAGAI CALON KEPALA DESA 
 
Bagian Kesatu 
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa 
 
Pasal 44 
(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti 
sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya 
pelaksanaan penetapan calon terpilih. 
(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 
Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk 
kepentingan sebagai calon Kepala Desa. 
(3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala 
Desa. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme cuti sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
Pasal 45 
(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala 
Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar 
sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya 
pelaksanaan penetapan calon terpilih. 
(2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan 




(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme cuti sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
Bagian Kedua 
Calon Kepala Desa dari PNS 
 
Pasal 46 
(1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa 
harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina 
kepegawaian. 
(2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih 
dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan 
dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala 
Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS. 
(3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan 
tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme izin sebagaimana 




Calon Kepala Desa dari Anggota TNI/POLRI 
 
Pasal 47 
(1) Anggota TNI/POLRI dapat mencalonkan diri dalam pemilihan 
Kepala Desa. 
(2) Dalam hal Anggota TNI/POLRI mencalonkan diri dalam 
pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan harus 
mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan/Atasan sesuai dengan 





PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA 
 
Pasal 48 
(1) Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang 
ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan 
Keputusan Bupati.  
(2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 






(1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih 
bersumpah/berjanji.  
(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:  
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan 
memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-
baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu 
taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai 
dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan 
demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-
undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, 
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 
 
BAB VIII 
MASA JABATAN KEPALA DESA 
 
Pasal 50 
(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak 
tanggal pelantikan.  
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat 
paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau 
tidak secara berturut-turut.  
(3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.  
(4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui 
musyawarah Desa.  
(5) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa 
jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 
1 (satu) periode masa jabatan. 
 
BAB IX 
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA 
 
Pasal 51 
(1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah. 
(2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan 
peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan. 
(3) Dana bantuan dari Angaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk 










(1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses 
Pemilihan Kepala Desa, maka calon Kepala Desa, saksi, 
dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pangaduan 
kepada Panitia Pemilihan. 
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lambat 
2 (dua) hari sejak selesainya penghitungan suara.  
(3) Panitia Pemilihan harus sudah mengambil keputusan paling 
Iambat 3 (tiga) hari sejak pengaduan diterima. 
(4) Dalam hal penyelesaian perselisihan oleh Panitia Pemilihan 
tidak berhasil, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam 
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.  
BAB XI 
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 
 
Pasal 53 
(1) Kepala Desa berhenti karena:  
a. meninggal dunia;  
b. permintaan sendiri; atau  
c. diberhentikan.  
(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c karena:  
a. berakhir masa jabatannya;  
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau 
berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;  
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;  
d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;  
e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 
(dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan 
Desa;  
f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau  
g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  
(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.  
(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 






Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 
(satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 
ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf 
f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah 
sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.  
 
Pasal 55 
Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) 
tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 
(1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan 
huruf g, Bupati mengangkat PNS di lingkungan Pemerintah Daerah 
sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru 
melalui hasil Musyawarah Desa.  
 
Pasal 56 
(1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan 
Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap 
diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala 
Desa.  
(2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang 
berwenang.  
(3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.  
 
Pasal 57 
(1) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 ayat (3) paling sedikit 
harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.  
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh 
hak yang sama dengan Kepala Desa.  
 
Pasal 58 
(1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa 
dikembalikan kepada instansi induknya.  
(2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia 
pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS 







Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Kepala 





PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU  
MELALUI MUSYAWARAH DESA 
 
Pasal 60 
(1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan 
pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam 
jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa 
diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:  
a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan kegiatan 
yang meliputi:  
1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh 
BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari 
terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;  
2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh 
panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia 
terbentuk;  
3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala 
Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari 
terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;  
4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh 
panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;  
5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon 
oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan  
6. penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia 
pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 
3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah 
Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam 
Musyawarah Desa.  
b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:  
1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD 





2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh 
Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui 
pemungutan suara;  
3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia 
pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau 
melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh 
Musyawarah Desa;  
4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia 
pemilihan kepada Musyawarah Desa;  
5. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;  
6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah 
Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah 
musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;  
7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa 
oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari 
setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;  
8. penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan 
Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 
(tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan 
9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) 
hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan Pengangkatan 
Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Pemilihan Kepala Desa 
melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 





Calon Kepala Desa yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (4) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan 









Dalam hal Kepala Desa yang sudah ditetapkan berhalangan tetap 




Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah 
sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru hasil Pemilihan Kepala 






Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Wonogiri Nomor 140) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
Pasal 64 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Wonogiri. 
 
Ditetapkan di Wonogiri 
pada tanggal 12 Oktober 2016 
 






Diundangkan di Wonogiri 
pada tanggal 14 Oktober 2016  





LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016 
NOMOR 16 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, 
PROVINSI 
JAWA TENGAH : (17/2016) 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 





PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN, PELANTIKAN 
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 
 
I. UMUM 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Kepala Desa merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa 
yang bertanggung jawab atas Pemerintah Desa. Berkaitan dengan 
Kepala Desa di Daerah Kabupaten Wonogiri saat ini diatur dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan 
Pemberhentian Kepala Desa. 
Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan kedaulatan 
rakyat di Desa, guna mendapatkan Kepala Desa yang mampu 
mengemban tugas, kewajiban dan wewenang untuk 
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas 
dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.  
Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka 
keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 
2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, 
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa saat ini sudah tidak sesuai 
lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat.  
Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan 
penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa 
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 




Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu adanya Peraturan 
Daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah, masyarakat, dan pemangku 
kepentingan lainnya. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 
Desa. 
Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi satu instrumen 
untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa 
harus kehilangan jati diri. Peraturan Daerah tentang Pemilihan, 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa mengatur hal-hal 
terkait dengan Kepala Desa yang meliputi: 
1. Kedudukan, Hak dan Kewajiban Kepala Desa; 
2. Tata Cara Pemilihan Kepala Desa; 
3. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah 
Desa; 
4. Masa Jabatan Kepala Desa; dan 
5. Pemberhentian Kepala Desa. 
 
II. PASAL DEMI PASAL  
Pasal   1 
Cukup jelas. 
 
Pasal   2 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “pemilihan kepala Desa 
dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan 

















Pasal   4 
Cukup jelas. 
Pasal   5 
Huruf a 
Yang dimaksud pemberitahuan BPD kepada 
Kepala Desa adalah terkait akan berakhirnya 
masa jabatan Kepala Desa tembusannya 









Pasal   6 
Cukup jelas. 
Pasal   7 
Cukup jelas. 
Pasal   8 
Cukup jelas. 
Pasal   9 
Cukup jelas. 
Pasal   10 
Cukup jelas. 
Pasal   11 
Cukup jelas. 
Pasal   12 
Cukup jelas. 
Pasal   13 
Cukup jelas. 
Pasal   14 
Cukup jelas. 
Pasal   15 
Cukup jelas. 
Pasal   16 
Cukup jelas. 
Pasal   17 
Cukup jelas. 
Pasal   18 
Cukup jelas. 





























Yang dimaksud kewajiban administrasi misalnya pajak, 
beban sebagai akibat kerja sama Desa dan sebagainya. 
Huruf m 
Yang dimaksud Surat Pernyataan adalah surat 
pernyataan yang formatnya disediakan oleh Panitia 
yang berisi pernyataan bahwa: 
a. Calon Kepala Desa kalau terpilih menjadi Kepala 
Desa akan bertanggung jawab untuk menjaga dan 
melestarikan adat dan budaya yang hidup di 
masayarakat Desa setempat;  
b. Calon Kepala Desa akan ikut bertanggung jawab 
untuk menjaga keamanan, ketertiban dan 
kedamaian masyarakat di Desa menjelang, pada 
saat dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala 
Desa. 







Yang dimaksud dengan “kelengkapan persyaratan 
administrasi” adalah dokumen mengenai persyaratan 
administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas:  
1) surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara 
Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;  
2) surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di 
atas kertas segel atau bermeterai cukup;  
3) surat pernyataan memegang teguh dan 
mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal 
Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas 
kertas segel atau bermeterai cukup;  
4) ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai 
dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat 
berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang 
berwenang;  
5) akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;  
6) surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi 
Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di 
atas kertas segel atau bermeterai cukup;  
7) kartu tanda penduduk;  
8) surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri 
bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap karena 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau 
lebih;  
9) surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari 
kepolisian; 
10) surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri 
bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai 
dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
hukum tetap;  
11) surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah 
Sakit Umum Daerah;  
12) surat keterangan dari Pemerintah Daerah kabupaten 




tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) 
kali masa jabatan; 
13) bukti bahwa Calon Kepala Desa tidak memiliki 
kewajiban administrasi yang menjadi 
tanggungjawabnya sebagai Kepala Desa dalam hal 
Calon Kepala Desa berasal dari Kepala Desa yang 
masih aktif; dan 
14) Surat Pernyataan untuk:  
a. menjaga dan melestarikan adat dan budaya yang 
hidup di masayarakat Desa setempat;  
b. menjaga kondusifitas masyarakat menjelang, 
pada saat dan sesudah pelaksanaan Pemilihan 













Yang dimaksud “alasan-alasan yang dapat 
diterima” antara lain: terkena musibah, menderita 
sakit permanen, dan tersangkut masalah pidana. 
Pasal   23 
Cukup jelas. 
Pasal   24 
Cukup jelas. 
Pasal   25 
Cukup jelas. 
Pasal   26 
Cukup jelas. 
Pasal   27 
Cukup jelas. 









Yang dimaksud pelaksana Kampanye dapat calon Kepala 
















Dikecualikan dari fasilitas pemerintah adalah 
Gedung Balai Desa sepanjang disepakati antara 







Pasal   30 
Cukup jelas. 
Pasal   31 
Cukup jelas. 
Pasal   32 
Cukup jelas. 
Pasal   33 
Cukup jelas. 
 
Pasal   34 
Cukup jelas. 
Pasal   35 
Cukup jelas. 
Pasal   36 
Cukup jelas. 
Pasal   37 
Cukup jelas. 





Pasal   39 
Cukup jelas. 
Pasal   40 
Cukup jelas. 
Pasal   41 
Cukup jelas. 
Pasal   42 
Cukup jelas. 
Pasal   43 
Cukup jelas. 
Pasal   44 
Cukup jelas. 
Pasal   45 
Cukup jelas. 




Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap 






Pasal   47 
Cukup jelas. 
Pasal   48 
Cukup jelas. 
Pasal   49 
Cukup jelas. 
Pasal   50 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal 
pelantikan” adalah seseorang yang telah dilantik 
sebagai Kepala Desa maka apabila yang 
bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis 
masa jabatannya dianggap telah menjabat satu 
periode masa jabatan 6 (enam) tahun. 
Ayat (2) 
Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa 
jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 




kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. 
Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 
(dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan 








Pasal   51 
Cukup jelas. 
Pasal   52 
Cukup jelas. 
Pasal   53 
Cukup jelas. 
Pasal   54 
Cukup jelas. 
Pasal   55 
Cukup jelas. 
Pasal   56 
Cukup jelas. 
Pasal   57 
Cukup jelas. 
Pasal   58 
Cukup jelas. 
Pasal   59 
Cukup jelas. 
Pasal   60 
Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan ”Musyawarah Desa” adalah 
musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus 
untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu (bukan 
musyawarah BPD), yaitu mulai dari penetapan calon, 
pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih. 
Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Pasal   60 
Cukup jelas. 
Pasal   61 
Cukup jelas. 





Pasal   63 
Cukup jelas. 
Pasal   64 
Cukup jelas. 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI 
NOMOR 150 
 
 
